
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) 

ANALISIS KINERJA PELAYANAN PUBLIK APARATUR 
PEMERINTAH PADA KANTOR CAMAT LABUHAN BADAS  
KECAMATAN LABUHAN BADAS KABUPATEN SUMBAWA  

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
 

 

 

 

 

 

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
 gelar Magister Sains dalam 

 Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik 
 

 

Disusun Oleh : 
YUNI ILMI KURNIATI 

NIM . 015772751 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS TERBUKA 

JAKARTA 
2012 

 
 

12/40828.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA



i 
 

ABSTRAK 
Analisis Kinerja Pelayanan Publik Aparatur Pemerintah  

Yuni Ilmi Kurniati 
Email : yunafid08@yahoo.co.id dan yuneth08@gmail.com 

 Kata Kunci : Kinerja, Aparatur, Pelayanan Publik 
 

Salah satu misi pembangunan dan isu utama dalam program 
prioritas pembangunan di Nusa Tenggara Barat adalah reformasi birokrasi, 
tidak terkecuali di Kabupaten Sumbawa. Reformasi birokrasi juga 
dimaksudkan untuk menjawab tantangan pelaksanaan otonomi daerah di 
Indonesia bahwa setiap daerah harus mampu menyiapkan sumber daya 
manusia yang handal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
baik dan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik pula. 

Tesis ini mengangkat masalah kinerja aparatur pemerintah di 
Kantor Camat Labuhan Badas yang diharapkan dapat menyelenggarakan 
pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Wilayah kerja Kantor 
Camat Labuhan Badas ini adalah kecamatan yang cukup luas termasuk 2 
(dua) pulau yaitu Pulau Moyo dan Pulau Medang dengan jarak tempuh 
yang cukup jauh sehingga pelayanan publik mengalami hambatan dan 
belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kualitas 
sumber daya manusia, motivasi kerja maupun etos kerja yang masih 
dianggap rendah. Apabila kinerja aparatur baik maka akan baik pula 
pelayanan publik yang diberikan yang akan menggambarkan kinerja 
organisasi secara keseluruhan. 

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis atau 
mendeskripsikan kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan 
pelayanan publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur 
pemerintah terhadap pelayanan publik. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
jenis penelitian deskriptif. Objek penelitian adalah aparatur pemerintah 
Kantor Camat dan masyarakat pengguna jasa sebagai informan.   

Hasil penelitian menunjukkan atau menjelaskan bahwa kinerja 
pelayanan aparatur pemerintah yang dapat dinilai dari beberapa indikator 
yaitu Responsivitas, Efektivitas, Efisiensi, dan Keadilan. Secara umum 
kinerja aparatur terhadap pelayanan publik dapat dikatakan cukup baik 
walaupun masih terdapat kelemahan internal maupun eksternal. 
Sedangkan dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain 
kepemimpinan Camat cukup baik senantiasa berkoordinasi dengan 
aparatur/staf, dan motivasi kerja aparatur sudah cukup baik jika aparatur 
memiliki motivasi dan harapan yang tinggi akan pengembangan jenjang 
karier, pendidikan dan pelatihan maupun tunjangan kinerja, kecerdasan 
emosional aparatur yang cukup baik mampu mengendalikan sikap dan 
perilaku dalam pelayanan serta partisipasi masyarakat yang cukup baik 
dalam hal kesadaran tertib administrasi publik maupun pelaksanaan 
program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.   
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ABSTRACT 
Performance Analyze of government officials performance in public service  

Email : yunafid08@yahoo.co.id dan yuneth08@gmail.com 
Key word : performance, government officials, public services 
 
 One mission of development and major issues in program development 
priorities in West Nusa Tenggara is the reform of the bureaucracy, not least in 
Sumbawa Regency. Bureaucratic reform is also intended to meet the challenges of 
regional autonomy in Indonesia that each region should be able to prepare 
qualified human resources to achieve good governance and public service is good 
also. 

This thesis raised the issue of performance of government officials in the 
Office of Head Labuhan Badas which is expected to hold public services to the 
public good. Region Head Office Badas Labuhan this is a fairly large district area 
includes 2 (two) regions and the islands of Pulau Moyo Island Medang with the 
distance long enough so that public services have problems and have not been 
supported with adequate facilities and infrastructure. The quality of human 
resources, work motivation and work ethic that is still considered low. If the good 
performance of the apparatus it will be good also provided public services that 
will describe the overall organizational performance. 

The purpose and objective of this study was to analyze or describe the 
performance of government officials towards public services and the factors that 
lead to both poor performance of government officials towards the public service. 

This study uses qualitative research methodes to the type of descriptive 
research. Object of research is the Head Office of the government apparatus and 
public service users as informants. 

The results show or explain that the performance of government officials 
to public services that can be assessed by several indicators of responsiveness, 
effectiveness, efficiency, and Justice. In general, the performance of the apparatus 
to the public service can be quite good although there are still internal and 
external weaknesses. While the views of the factors that affect, among others, the 
leadership of Head pretty well continuously coordinating with the officials / staff, 
and personnel work motivation has been good enough if the apparatus has the 
motivation and high expectations to career development, education and training 
and performance benefits, emotional intelligence apparatus that is pretty well able 
to control the attitude and behavior in services and public participation is still 
lacking in terms of awareness and implementation of public administration and 
community development programs. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Kajian Teori 

1. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai kinerja aparatur maupun pelayanan publik 

sudah banyak dilakukan. Adapun kajian penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :  

1. Tesis Yunizar (2006) dengan judul analisis terhadap Gaya 

Kepemimpinan Camat dan Kinerja Pegawai pada Kantor Camat 

Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan (suatu studi kasus). 

Penelitian ini mengangkat pokok permasalahan tentang sejauhmana 

pengaruh gaya kepemimpinan Camat dalam meningkatkan kinerja 

pegawai di Kantor Camat Kota Manna. Metode yang digunakan 

adalah metode penelitian statistik deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Hasil dan kesimpulan penelitiannya adalah bahwa Gaya 

kepemimpinan Camat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

2. Tesis Nadra Zunaidah Sani (2008) tentang Pengaruh Kinerja 

Pengelola Program KB terhadap Pencapaian Program KB di 

Kabupaten Karimun. Pokok masalah yang diangkat adalah 

rendahnya kinerja pengelola Program KB sehingga menyebabkan 

target pencapaian Program KB belum optimal. Tujuan 

penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh antara kinerja 

pengelola Program KB terhadap pencapaian Program KB. Metode 

yang digunakan adalah metode kualitatif statistik deskriptif dan 
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kesimpulan hasil penelitiannya adalah kinerja pengelola Program 

KB mempengaruhi pencapaian Program KB. 

3. Tesis Yen Dahren (2008) tentang Hubungan antara profesionalisme 

dengan kinerja pelayanan aparatur pemerintah kecamatan (studi 

pada kantor Camat Abung Barat Lampung Utara). Penelitian ini 

ingin menguji teori ada tidaknya hubungan antara profesionalisme 

aparatur dengan kinerja pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis hubungan antara profesionalisme aparatur 

dengan kinerja pelayanan aparatur pemerintah kecamatan. Metode 

yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan teknik 

analisa data korelasional dengan analisa person product moment, 

dimana nilai profesionalisme akan dikorelasikan dengan kinerja 

pelayanan. Kesimpulan hasil penelitiannya bahwa profesionalisme 

merupakan variabel yang paling menentukan dan memiliki 

hubungan yang erat dengan kinerja pelayanan publik.  

4. Tesis Ambeng (2009) tentang Analisis Kinerja Pegawai Negeri 

Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada 

Kecamatan Hasil Pemekaran (studi pada Kantor Camat Lumar 

Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat). Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah masih lemahnya kinerja pegawai yang 

tidak didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang 

memadai karena wilayah kecamatan yang baru sebagai hasil 

pemekaran, sehingga pelayanan kurang optimal. Metode yang 

digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Kesimpulan hasil 
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penelitiannya antara lain adalah kinerja pegawai kantor camat 

Lumar hasil pemekaran wilayah dalam rangka memberikan 

pelayanan kepada pengguna jasa atau masyarakat dilihat dari 

responsivitas, yaitu pemahaman dan daya tanggap terhadap tugas 

yang diberikan kepada pegawai, efektivitas, efisiensi, pelaksanaan 

program kegiatan antara input dan output, serta tingkat kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa secara umum 

dapat dikatakan baik dan sudah memenuhi standar pelayanan 

minimal. 

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu tersebut di atas dapat 

diidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan gejala atau fenomena kinerja 

aparatur maupun pelayanan publik, bahwa kinerja pegawai adalah hasil 

kerja atau prestasi kerja individu dalam suatu organisasi. Baik buruknya 

kinerja individu dipengaruhi atau disebabkan oleh faktor internal maupun 

eksternal. Faktor internal yang berasal dari individu tersebut antara lain 

motivasi, sumber daya manusia, etos kerja, disiplin kerja, 

profesionalisme dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal yang berasal 

dari luar individu antara lain gaya kepemimpinan, fasilitas sarana dan 

prasarana, partisipasi masyarakat dan lain-lain.  

Penelitian ini ingin menganalisis lebih lanjut mengenai kinerja 

aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

sebagai aparatur pemerintah. Fungsi tersebut antara lain memberikan 

pelayanan kepada masyarakat yang maksimal sesuai dengan ketentuan 

dalam peraturan perundang-undangan agar tercapai kualitas pelayanan 
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yang memadai. Kinerja individu dalam suatu organisasi akan 

mencerminkan pula kinerja organisasi secara keseluruhan dalam hal ini 

terkait dengan fungsi pelayanan publik yang diberikan individu dalam 

organisasi publik sebagai wujud kualitas pelayanan yang diberikan.  

Kinerja aparatur dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

tersebut selain dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah dibahas oleh 

peneliti sebelumnya, maka dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk 

mengkaji pula faktor lain berkaitan dengan kecerdasan emosional sebagai 

salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap baik buruknya 

kinerja aparatur dalam pelayanan publik. Selain itu dianalisis pula faktor 

motivasi kerja, kepemimpinan, dan partisipasi atau dukungan masyarakat 

dengan menggunakan indikator pengukuran kinerja pelayanan aparatur 

dalam pelayanan publik dengan melihat empat aspek yaitu efisiensi, 

efektivitas, keadilan dan daya tanggap atau responsiveness.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Unit analisis adalah aparatur Kantor Camat 

Labuhan Badas dan masyarakat Kecamatan Labuhan Badas. Adapun 

tujuan penelitiannya adalah menganalisis kinerja pelayanan aparatur 

dalam memberikan pelayanan publik pada Kantor Camat Labuhan Badas. 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah analisis kinerja aparatur 

pemerintah dalam memberikan pelayanan dengan menggunakan 4 

(empat) indikator kinerja pelayanan organisasi publik yaitu efektivitas, 

efisiensi, keadilan dan daya tanggap atau responsive. Kajian faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah antara lain motivasi 
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kerja, kepemimpinan, kecerdasan emosional dan partisipasi atau 

dukungan masyarakat. Periode penelitian Tahun 2011 dan lokasi 

penelitian adalah Kantor Camat Labuhan Badas Kecamatan Labuhan 

Badas Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

2. Otonomi Daerah dalam Pelayanan Publik 

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya perubahan dalam 

segala bidang guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. 

Organisasi pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila didukung 

dengan sumber daya manusia atau individu yang handal. Pengamatan 

terhadap hasil kerja atau prestasi kerja individu ini yang disebut kinerja. 

Akhir-akhir ini kinerja menjadi satu kata yang selalu didengung-

dengungkan dalam setiap pembicaraan guna mereformasi birokrasi dalam 

peningkatan pelayanan publik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Sudarmanto (2009:6) bahwa : 

“Kinerja akan selalu menjadi isu aktual dalam organisasi karena-
apa pun organisasinya-kinerja merupakan pertanyaan kunci 
terhadap efektivitas atau keberhasilan organisasi. Organisasi yang 
berhasil dan efektif merupakan organisasi dengan individu yang 
didalamnya memiliki kinerja yang baik. Organisasi yang efektif 
atau berhasil akan ditopang oleh sumber daya manusia yang 
berkualitas. Banyak organisasi yang berhasil atau efektif karena 
ditopang oleh sumber daya manusia. Sebaliknya, tidak sedikit 
organisasi yang gagal karena faktor kinerja sumber daya manusia. 
Dengan demikian, ada kesesuaian antara keberhasilan organisasi 
atau kinerja organisasi dengan kinerja individu atau sumber daya 
manusia.” 
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Pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya aparatur 

pemerintah yang tanggap dan berkualitas untuk melaksanakan  tugas-

tugas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Miftah Thoha (1997) dalam Tolomundu (2008:58-59)  

bahwa : 

“Otonomi daerah hanya mungkin berjalan efektif jika birokrasi 
daerah tampil dengan ”wajah baru”. Pertama, otonomi 
memerlukan birokrasi daerah yang lebih aktif membangun 
bersama masyarakatnya dan secara kreatif merangsang semangat 
enterpreneurship mereka. Kedua Otonomi membutuhkan 
birokrasi daerah yang kompetitif dalam memberikan pelayanan 
publik. Ketiga Otonomi menantikan birokrasi daerah yang 
sanggup bekerja berdasarkan misi yang jelas. Ia harus sepenuhnya 
mengabdi kepada misinya  menjadi aparatur pemerintah yang 
profesional. Profesionalisme juga terefleksikan dari kemampuan 
birokrasi untuk bekerja berdasarkan karakter masyarakat yang 
dilayaninya. Keempat Otonomi mengimpikan birokrasi daerah 
yang bekerja dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban 
publik yang terbuka.” 

 
Tujuan dan sasaran dari kebijakan otonomi daerah adalah sebagai 

berikut : 

1. Efisiensi dan efektivitas pemberian pelayanan kepada 

masyarakat 

2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah; 

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik 

dan pelaksanaan pembangunan; 

4. Peningkatan efektivitas pelaksanaan koordinasi serta 

pengawasan pembangunan. (Hessel Nogi,2005:7) 
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Berdasarkan sasaran dan tujuan tersebut diatas pelaksanaan 

otonomi daerah dimaksudkan untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi 

pemberian pelayanan kepada masyarakat, karena itu Pemerintah 

Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan merupakan organisasi 

yang strategis untuk memberikan fungsi pelayanan langsung kepada 

masyarakat. Pemerintah kecamatan dan pemerintah Desa dan Kelurahan 

merupakan organisasi yang paling dekat dengan masyarakat sehingga 

cerminan perilaku organisasi tersebut merupakan gambaran perilaku 

organisasi secara keseluruhan. Sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho 

(2003:271-272) bahwa:  

“dalam masyarakat, terdapat tiga jenis tugas pokok (bahkan  bisa 
disebut sebagai “misi”)  yang diperlukan agar masyarakat hidup, 
tumbuh dan berkembang yaitu: 

1. Tugas pelayanan 
2. Tugas pembangunan  
3. Tugas pemberdayaan  
Ketiga tugas ini dilaksanakan oleh organisasi-organisasi yang 
memang dilahirkan untuk tugas-tugas tersebut. Setiap organisasi 
mengemban satu tugas dan kemudian menjadi misi atau raison 
d’etree atau “alasan keberadaan”. Pembagiannya sebagai 
berikut: 

1. Tugas pelayanan (publik) adalah tugas memberikan 
pelayanan kepada umum tanpa membeda-bedakan 
dan diberikan secara cuma-cuma atau dengan biaya 
sedemikian rupa sehingga kelompok paling tidak 
mampu pun mampu untuk menjangkaunya. Tugas 
ini diemban oleh negara yang dilaksanakan melalui 
salah satu lengannya, yaitu lengan eksekutif 
(pelaksana, pemerintah) 

2. Tugas pembangunan adalah tugas untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi daeri [sic] 
masyarakat. Tugas ini fokus kepada upaya 
membangun produktivitas dari masyarakat dan 
mengkreasikan nilai ekonomi atas produktivitas 
ekonomi tersebut. Tugas pembangunan menjadi misi 
dari organisasi ekonomi atau lembaga bisnis. 

12/40828.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA



19 
 

3. Tugas pemberdayaan adalah peran untuk membuat 
setiap warga masyarakat mampu meningkatkan 
kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Tugas ini 
adalah tugas yang non-for-protif. Organisasi-
organisasi nirlaba adalah organisasi yang memiliki 
kompetensi pokok (core competence) di bidang 
pemberdayaan. (Nugroho:2003:272) 

 
Dengan adanya pemilahan tersebut nampak jelas terlihat bahwa tugas 

pokok pemerintah itu adalah memberikan pelayanan, dalam arti pelayanan 

umum atau pelayanan publik. Jadi otonomi daerah dalam pelayanan 

publik itu dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah 

dimaksudkan untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi daerah 

untuk mandiri dan meningkatkan kesejahteraan melalui upaya 

peningkatan mutu sumber daya manusia dan kualitas pelayanan publik. 

 

3. Konsep Kinerja Pegawai 

Akhir-akhir ini kata kinerja sering didengungkan bahkan telah 

menjadi isu utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di daerah 

untuk menuju kepemerintahan yang baik konsep good governance, yakni 

mensinergikan semua unsur yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Dwiyanto (2006:36) “Praktek good 

governance memerlukan perubahan yang menyeluruh pada semua unsur 

kelembagaan yang terlihat dalam praktek negara meliputi pemerintah 

sebagai representasi Negara, pelaku pasar dan dunia usaha serta 

masyarakat sipil.” 
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Konsep kinerja pada dasarnya merupakan perubahan atau 

pergeseran paradigma dari konsep produktivitas untuk menyatakan 

kemampuan seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuan atau 

sasaran tertentu (Sudarmanto,2009:7). Lebih lanjut dalam Sudarmanto 

(2009:7), Rummler dan Brache (1995) mengemukakan ada 3 (tiga) level 

kinerja, yaitu: 

1. Kinerja organisasi; merupakan pencapaian hasil (outcome) 
pada level atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level 
organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan 
organisasi dan manajemen organisasi 

2. Kinerja proses; merupakan kinerja pada proses tahapan dalam 
menghasilkan produk atau layanan. Kinerja pada level ini 
dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses dan 
manajemen proses 

3. Kinerja individu/pekerjaan; merupakan pencapaian atau 
efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Kinerja pada 
level ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan 
pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakter individu 

 
Kinerja didefinisikan sebagai catatan outcomes yang dihasilkan pada 

fungsi atau aktivitas pekerjaan tertentu selama periode waktu tertentu 

(Bernardin dan Russel, 1998) dalam Iswanto (2005:5.6). Lebih lanjut 

dikemukakan oleh Mangkunegara (2009:67) “kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya”. Definisi lain dikemukakan oleh Bernandin Russell 

(1993:378) dalam Ruky (2006:15) yang memberikan definisi tentang 

performance sebagai berikut : 
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“performance is defined as the record of outcomes produced on a 
specified job function or activity during a specified time periode” 
(prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari 
fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama 
kurun waktu tertentu). 

 
Lebih lanjut dinyatakan oleh Rivai (2006:309) dalam Intanghina (2008:2) 

mengatakan bahwa “kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan 

setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai 

dengan perannya dalam perusahaan”. Kinerja dalam organisasi 

merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas terungkap bahwa dengan hasil 

kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melakukan suatu 

pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerja pegawainya, maka kinerja 

karyawan harus dapat ditentukan dengan pencapaian target selama 

periode waktu yang dicapai organisasi (Intanghina: 2008:2).  Jadi dari 

beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil 

kerja seseorang/individu dalam organisasi guna mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan bersama sesuai dengan target atau standar yang tetapkan. 

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting 

karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi 

dalam mencapai misinya. Kinerja seorang karyawan akan baik bila dia 

mempunyai keahlian (skill) yang tinggi, bersedia bekerja karena digaji 

atau diberi upah sesuai dengan perjanjian, mempunyai harapan 

(expectation) masa depan lebih baik.  
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Suatu lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga yang 

dinamakan perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan harus 

melalui wahana atau wadah dalam bentuk organisasi yang digerakkan 

oleh sekelompok orang (group of humanbeing) yang berperan aktif 

sebagai pelaku (actors) dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau 

organisasi bersangkutan. Tercapainya tujuan lembaga atau perusahaan 

hanya dimungkinkan karena upaya para pelaku yang terdapat pada 

organisasi lembaga tersebut. 

Penilaian kinerja dalam instansi pemerintah, sangat berguna untuk 

menilai kuantitas, kualitas, efisiensi pelayanan, memotivasi  para birokrat 

pelaksana, memonitor pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan 

masyarakat yang dilayani, dan menuntun perbaikan dalam pelayanan 

publik. Oleh sebab itu, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna 

untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi 

dapat memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan 

melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki 

kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Disamping itu, 

dengan adanya informasi kinerja maka benchmarking (tolok ukur) 

dengan mudah bisa dilakukan dan dorongan untuk memperbaiki kinerja 

bisa diciptakan (Dwiyanto dkk: 2008:47). 

  Meskipun demikian, penilaian tersebut tidak selalu efektif 

mengingat terbatasnya informasi mengenai kinerja birokrasi publik, serta 

kinerja belum dianggap sebagai suatu hal yang mendasar oleh pemerintah, 

disamping kompleksitas indikator kinerja yang biasanya digunakan untuk 
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mengukur kinerja birokrasi publik. Hal ini terjadi karena birokrasi publik 

memiliki stakeholders yang  banyak dan memiliki kepentingan yang 

berbeda-beda. Kesulitan lain dalam menilai kinerja birokrasi publik 

muncul karena tujuan dan misi birokrasi publik seringkali bukan hanya 

sangat kabur, tetapi juga bersifat multidimensional sebagai akibat 

banyaknya kepentingan yang sering berbenturan satu sama lain. Kenyataan 

bahwa birokrasi publik memiliki stakeholders yang banyak dan memiliki 

kepentingan yang sering berbenturan satu dengan yang lainnya membuat 

birokrasi publik mengalami kesulitan untuk merumuskan misi yang jelas 

(Dwiyanto dkk:2008:49).  

Penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup hanya dilakukan 

dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi itu 

seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator-

indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan, akuntabilitas 

dan responsivitas. Dwiyanto (1995) dalam (Dwiyanto dkk 2008:50) 

mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur 

kinerja birokrasi publik yang dapat dirangkum peneliti sebagai berikut, 

yaitu : 

a. Produktivitas 
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat 
efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas 
pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan 
output. Produktivitas juga pada hakekatnya adalah 
perbandingan hasil kerja antara besarnya masukan dan hasil 
atau keluaran yang  dicapai dalam suatu pekerjaan 

b. Kualitas Layanan. 
Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin 
penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. 
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Banyak pandangan negative mengenai organisasi publik 
muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas 
layanan yang diterima dari organisasi publik. Kualitas 
layanan merupakan mutu dari suatu proses penyelenggaraan 
pelayanan publik dan kualitas pelayanan yang diberikan 
kepada pengguna jasa akan memberikan dampak kepuasan 
bagi pengguna jasa.   

c. Responsivitas.  
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk 
mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan 
prioritas pelayanan serta mengembangkan program-
program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan 
aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, responsivitas 
mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan 
pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator 
kinerja karena responsivitas secara langsung 
menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam 
menjalankan  misi dan tujuannya, terutama untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat.   

d. Responsibilitas.   
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan 
organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan 
kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit  
(Lenvine, 1990). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja 
pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. 

e. Akuntabilitas. 
Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar 
kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para 
pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah 
bahwa para pejabat politik tersebut dipilih oleh rakyat, 
sehingga dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan 
kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas 
publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar 
kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten 
dengan kehendak masyarakat banyak.    Kinerja organisasi 
publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang 
dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, 
seperti pencapaian target, akan tetapi kinerja sebaiknya 
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harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan 
norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan 
organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau 
kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan 
norma yang berkembang dalam masyarakat.   

 

4. Pengukuran Kinerja Pegawai 

Pengukuran kinerja karyawan yang dikemukakan oleh Bernandin 

& Russell (1993) sebagaimana dikutip oleh Gomes dalam (Intanghina 

2008:3)  meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

1. Quantity of work : jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu 
periode yang   ditentukan.  

2. Quality of work : kualitas kerja yang dicapai berdasarkan 
syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya. 

3. Job Knowledge : luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan 
dan ketrampilannya. 

4. Cooperation : kesediaan untuk bekerjasama dengan orang 
lain atau sesama anggota.  

5. Dependability : kesadaran untuk dapat dipercaya dalam hal 
kehadiran dan penyelesaian kerja. 

6. Initiative : semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru 
dan dalam memperbesar tanggungjawabnya. 

7. Personal Qualities: menyangkut kepribadian, kepemimpinan, 
keramahtamahan dan integritas pribadi. 
  

Sedangkan Agus Dharma (2003) dalam (Intanghina 2008:2) 

mengatakan ”hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai.  
Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari 
proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah 
keluaran yang dihasilkan. 

b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). 
Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran 
”tingkat kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini 
berkaitan dengan bentuk keluaran. 
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c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 
direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis 
khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan 
waktu penyelesaian suatu kegiatan. 

 
Setiap organisasi biasanya cenderung untuk tertarik pada aspek 

aspek pengukuran kinerja, seperti yang dikemukakan Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) dalam bukunya Pengukuran Kinerja Instansi 

Pemerintah (2000) dalam (Intanghina 2008:6), sebagai berikut : 

a. Aspek finansial 
b. Kepuasan pelanggan 
c. Operasi bisnis internal 
d. Kepuasan pegawai 
e. Kepuasan komunitas dan stakeholders 
f. Waktu 

Lebih lanjut dalam Intanghina (2008:6) bahwa “istilah lain untuk penilaian 

kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu 

alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan pengambilan 

keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga dapat digunakan 

untuk mencapai tujuan dan sasaran”. Whittaker dan Simons (2000) dalam 

Intanghina (2008:7) menjelaskan bahwa “definisi tersebut mengandung 

pengertian: Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai 

kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan untuk berperan sebagai 

mekanisme untuk memberikan penghargaan/hukuman 

(reward/punishment), akan tetapi pengukuran kinerja berperan sebagai alat 

komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi”.  
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Beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran 

kinerja atau penilaian kinerja adalah  merupakan upaya untuk menilai, 

hasil kerja atau kinerja suatu prestasi kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dilaksanakan oleh sekelompok atau perorangan dengan saling 

pengertian dan pertimbangan bersama yang berpedoman pada suatu 

standar kerja. Pada dasarnya manajemen yang berhasil mengelola 

organisasi tersebut sebagai organisasi berkinerja tinggi. Baik buruknya 

kinerja individu mencerminkan pula kinerja organisasi secara keseluruhan 

(Intanghina:2008:7). 

 Grote (1997) dalam Mahmud (2007:22) menyebutkan terdapat lima 

tanggungjawab utama yang harus dipenuhi oleh setiap individu dalam 

organisasi untuk mencapai hasil kinerja yang diinginkan. Tanggungjawab 

individu tersebut adalah : 

1. Memberikan komitmen terhadap pencapaian tujuan 
2. Meminta umpan balik (feedback) atas kinerja yang telah ia 

lakukan 
3. Melakukan komunikasi secara terbuka dan teratur dengan 

manajernya 
4. Mendapatkan data kinerja dan membagi data itu kepada pihak 

lain 
5. Menyiapkan diri untuk dilakukan evaluasi atas kinerja yang 

telah ia capai 
 
Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas pengukuran 

kinerja atau penilaian kinerja merupakan suatu upaya untuk menilai, 

mengevaluasi sejauh mana kerja baik secara kuantitas maupun kualitas 

dari individu maupun kelompok atau organisasi agar dapat diketahui 

kemajuan dan perbaikan organisasi ke arah yang lebih baik.  
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Untuk mengetahui kinerja aparatur pemerintah adalah juga 

merupakan suatu penilaian terhadap kinerja organisasi. Kinerja individu 

menggambarkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Untuk menentukan 

kinerja seorang aparatur dalam lingkungan organisasi kecamatan adalah 

dengan menganalisis bagaimana sasaran kerjanya, program kerja dan 

tugas-tugas khusus yang telah dilakukannya. Jadi pengukuran kinerja 

merupakan suatu aktivitas penilaian terhadap aktivitas aparatur dalam 

mencapai target-target sosial atau sesuai dengan tujuan organisasi.  

 

5. Kualitas Pelayanan 

Definisi Pelayanan oleh Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby  

(1997:448) dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:2)  bahwa 

“pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat 

diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan 

peralatan”. Lebih lanjut dikatakan Gronross (1990:27) dalam Ratminto 

dan Atik Septi Winarsih (2005:2) bahwa:  

 “Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang 
bersifat tidak kasat mata ( tidak dapat di raba ) yang terjadi sebagai 
akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau 
hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan 
yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan 
konsumen/pelanggan.” 

 Menurut Ibrahim (2008) dalam Hardiyansyah (2011:40), kualitas 

pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian 

kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik 

tersebut. 
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Kumorotomo (1996) dalam Dwiyanto dkk (2008:52)  

menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai 

kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain adalah sebagai berikut  : 

1. Efisiensi 
Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan 
organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, 
memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan 
yang bersifat dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan 
secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan 
rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat 
relevan. 

2. Efektivitas 
Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan 
publik tersebut tercapai ?  Hal tersebut erat kaitannya 
dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi 
serta fungsi agen pembangunan.    

3. Keadilan 
Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan 
yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. 
Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercakupan atau 
kepantasan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat 
efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam 
masyarakat dapat terpenuhi. 

4. Daya Tanggap. 
Organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya 
tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital 
masyarakat. Oleh karena itu organisasi secara keseluruhan  
harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi 
memenuhi kriteria daya tanggap ini. 

Disamping itu, Salim dan Woodward (1992) dalam Dwiyanto dkk 

(2008:52-53) melihat kinerja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

ekonomi, efisiensi, efektifitas dan persamaan pelayanan. Dalam konteks 

ini, aspek ekonomi diartikan sebagai strategi untuk menggunakan sumber 

daya yang seminimal mungkin dalam proses penyelenggaraan kegiatan 
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pelayanan publik. Efisiensi kinerja pelayanan publik juga dilihat untuk 

menunjuk suatu kondisi tercapainya perbandingan terbaik (proporsional) 

antara input pelayanan dengan output pelayanan. Demikian pula, aspek 

efektivitas kinerja pelayanan ialah untuk melihat tercapainya pemenuhan 

tujuan atau target pelayanan yang telah ditentukan. Prinsip keadilan dalam 

pemberian pelayanan publik juga dilihat sebagai ukuran untuk menilai 

seberapa jauh suatu bentuk pelayanan telah memperhatikan aspek-aspek 

keadilan dan membuat publik memiliki akses yang sama terhadap sistem 

pelayanan yang ditawarkan.  

Sementara itu, Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990) dalam 

Dwiyanto dkk (2008:33) mengemukakan bahwa kinerja pelayanan publik 

yang baik dapat dilihat melalui berbagai indikator yang sifatnya fisik. 

Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui aspek 

fisik pelayanan yang diberikan, seperti tersedianya gedung pelayanan yang 

representatif, fasilitas pelayanan  berupa televisi, ruang tunggu yang 

nyaman, peralatan pendukung yang memiliki teknologi canggih, seperti 

seragam dan aksesoris serta berbagai fasilitas kantor pelayanan yang 

memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat.  

Lebih lanjut dijelaskan pula dalam Ratminto dan Atik Septi 

Winarsih (2005:175) dimensi kualitas pelayanan yang dikembangkan oleh 

Zeithmal, Parasuraman dan Berry (1990) adalah sebagai berikut: 

a. Tangibles atau ketampakan fisik, artinya petampakan fisik 
dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain 
yang dimiliki oleh providers 

b. Reliability atau reliabilitas adalah kemampuan untuk 
menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat 
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c. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk 
menolong customers dan menyelenggarakan pelayanan 
secara ikhlas 

d. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan 
para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan 
kepercayaan kepada customers 

e. Empathy adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang 
diberikan oleh providers kepada customers 
 

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran 

kinerja pelayanan adalah upaya untuk mengetahui kinerja organisasi baik 

pemerintah maupun swasta dalam menyelenggarakan pelayanan publik 

karena apabila organisasi tersebut menyelenggarakan pelayanan publik 

dengan baik maka organisasi tersebut dianggap baik pula. Oleh karena itu 

kinerja organisasi dan kinerja pelayanan sesuatu organisasi ibarat dua sisi 

dari satu mata uang yang sama (Ratminto dan Atik Septi Winarsih: 

2005:173).  

Berbagai perspektif dalam melihat kinerja pelayanan publik diatas 

memperlihatkan bahwa indikator-indikator yang dipergunakan untuk 

menyusun kinerja pelayanan publik ternyata sangat bervariasi. Secara 

garis besar, berbagai parameter yang dipergunakan untuk melihat kinerja 

pelayanan publik dari perspektif pemberi layanan, dan pendekatan kedua  

melihat kinerja pelayanan publik dari perspektif pengguna jasa. 

(Dwiyanto:2006:53). Oleh karena itu dalam mengukur kinerja birokrasi 

pelayanan publik dapat dititikberatkan kepada orientasi providers 

(penyedia layanan) dan orientasi kepada customers (pengguna jasa). 

Dalam hal ini untuk mengetahui gambaran kinerja aparatur dalam hal 

pelayanan publik dapat dilihat dari aspek individual, organisasi dan 
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bagaimana respon serta dukungan dari pengguna jasa itu sendiri yaitu 

masyarakat. 

Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

pelayanan publik telah dinyatakan dengan jelas bahwa membangun 

kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik merupakan kegiatan yang 

harus dilakukan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan 

pelayanan publik. Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang dan jasa dan atau pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang dan jasa dan atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pasal 5 ayat 1). Ruang 

lingkup pelayanan publik yang dimaksudkan disini adalah meliputi 

pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ayat 7 

disebutkan pula bahwa pelayanan administratif sebagaimana dimaksud 

dalam ayat 1 meliputi : 

a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan 

diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat 

dan harta benda 
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b. Tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan 

oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan kita 

diterapkan berdasarkan perjanjian dengan pemberi pelayanan. 

Lebih lanjut dikemukakan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bahwa organisasi 

penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi 

penyelenggara. Organisasi penyelenggara  adalah satuan kerja 

penyelenggaraan pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi 

penyelenggaraan negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 

semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelaksana pelayanan publik 

yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat negara, petugas dan 

setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas 

melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. 

Terselenggaranya pelayanan publik yang baik menurut peraturan 

Perundang-undangan adalah terciptanya pelayanan publik yang memenuhi 

kriteria yang ditetapkan dalam peraturan antara lain kesederhanaan, 

kenyamanan dan lain-lain, diharapkan aparatur pemerintah memiliki etos 

kerja, semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Untuk 

mengetahui kinerja individu dalam organisasi pelayanan publik akan 

dilihat melalui 4 (empat) indikator yaitu Efektivitas, Efisiensi, Daya 

Tanggap dan Keadilan seperti yang dinyatakan Kumorotomo. Fokus 

penelitian ini adalah membahas atau menganalisis bagaimana kinerja 

aparatur pemerintah pada Kantor Camat Labuhan Badas dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat kita lihat dari cara kerja 

prestasi kerja aparatur pemerintah Kantor Camat dalam penyelenggaraan 
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pelayanan publik misalnya bagaimana sikap dan tindakan aktivitas dalam 

keseharian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan 

4 (empat) indikator sebagaimana yang dikemukakan oleh Kumorotomo 

yaitu efektivitas, efisiensi, keadilan dan daya tanggap.  

6. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari keberhasilan 

individu dalam organisasi atau kinerja daripada pegawai itu sendiri. 

Kinerja pegawai juga dipengaruhi oleh motivasi kerja pegawai. Menurut 

Edwin B Flippo dalam Hasibuan (1994:158): 

“Direction or motivation is essence, it is a skill in aligning 
employee and organization interest so that behavior result in 
achievment of employee want simultaneously with attainment or 
organizational objectives.” (motivasi adalah suatu keahlian, dalam 
mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara 
berhasil, sehingga tercapai keinginan para pegawai sekaligus tujuan 
organisasi) 
 

Banyak hal yang mempengaruhi prestasi kerja seseorang antara lain faktor 

motivasi, manajer ataupun lingkungan dalam dan luar organisasi. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud (2007:20) bahwa : 

“Kinerja merupakan suatu konstruksi multidimensional yang mencakupi 
banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja tersebut antara lain: 
- Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, ketrampilan 

(skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen 
yang dimiliki oleh setiap individu; 

- Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan 
dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer 
dan team leader; 

- Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang 
diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama 
anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim; 

- Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau 
infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan 
kultur kinerja dalam organisasi; 
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- Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan 
lingkungan eksternal dan internal. 

 
 Lebih lanjut dikemukakan oleh Sudarmanto (2009:30) : 

“banyak faktor yang menyebabkan sumber daya manusia memiliki 
kinerja yang unggul, sehingga mampu mendorong keberhasilan 
organisasi. Faktor-faktor yang dapat menentukan terhadap kinerja 
individu dalam berbagai literatur misalnya; motivasi kerja, 
kepuasan kerja, desain pekerjaan, komitmen, kepemimpinan, 
partisipasi, fungsi-fungsi manajemen, kejelasan arah karier, 
kompetensi, budaya organisasi, sistem penghargaan, dan mungkin 
masih banyak lagi dari berbagai hasil penelitian sebelumnya-yang 
mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 
individu.”   

 
 Dikemukakan pula oleh Hessel Nogi (2005:182) bahwa : 
 

 “ada begitu banyak faktor yang dianggap sebagai faktor yang 
dominan dalam mempengaruhi tingkat kinerja yang dicapai oleh 
suatu organisasi. Faktor tersebut bisa disebabkan oleh faktor 
internal organisasi maupun oleh faktor eksternal organisasi. Ada 
yang mempersoalkan peralatan, sarana dan prasarana, atau 
teknologi sebagai faktor dominan, ada yang mempersoalkan 
kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu organisasi, dan 
ada yang mempersoalkan mekanisme kerja, budaya organisasi, 
serta efektivitas kepemimpinan yang ada dalam suatu organisasi.” 

  
Faktor Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai, Motivasi berasal dari kata Latin movere 

yang berarti dorongan atau menggerakkan. Pentingnya motivasi karena 

motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung 

perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil 

yang optimal. Motivasi ini semakin penting karena manajer membagikan 

pekerjaannya pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan 

terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan (Hasibuan:1994:156). Motif 

berprestasi dengan pencapaian kerja. Motif berprestasi adalah suatu 

dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas 
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dengan sebaik-baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) 

dengan predikat terpuji. Lebih lanjut dikatakan pula oleh Campbell (1990) 

dalam Mahmud (2007:20) menyatakan bahwa “hubungan fungsional 

antara kinerja dengan atribut kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu 

faktor knowledge, skill, dan motivasi”. 

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu tersebut 

diatas, kecerdasan emosional (Emotional Intelegencia atau EQ) 

merupakan sebuah konsep yang mendapat banyak perhatian dan menjadi 

topik bahasan penting tidak hanya dari kalangan praktisi namun juga dari 

kalangan akademisi (Sudarmanto:2009:315). Sebagaimana diungkapkan 

oleh Goleman (1995) yang dikutip oleh Rahim et.al. (2002, p 303) dalam 

Sudarmanto (2009:315) sebagai berikut : 

“star performers with average ones in senior leadership positions, 
nearly 90% of the difference in their profiles was attributable to 
Emotional intelligence factors rather than cognitive abilities”.  
 

Kinerja pegawai dipengaruhi oleh kepemimpinannya dan hampir 90% 

dengan perbedaan karakter yang mereka miliki yang lebih banyak 

memberikan kontribusi adalah kecerdasan emosionalnya daripada 

kemampuan kognitifnya. 

Pegawai atau aparatur pemerintah yang kesehariannya berhadapan 

atau berinteraksi dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik demikian pula halnya dengan birokrat atau aparatur yang ada di 

Kantor Camat dituntut untuk bersikap ramah dan pengendalian diri dalam 

memberikan pelayanan yang prima. Artinya pengendalian diri disini 

adalah cerdas secara emosional meskipun masyarakat dan urusan yang 
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dilayaninya membuat mereka marah dan stress.  “Dengan kecerdasan 

emosional yang dimiliki, pelayan publik akan mampu berpikir rasional dan 

jernih karena pada hakikatnya orang yang mempunyai kecerdasan 

emosional bisa memaksimalkan kinerja kognisinya dalam menghitung 

untung rugi dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan” (Andrade and 

May, 2004) dalam Sudarmanto (2009:317). 

 Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah kepemimpinan atau 

leadership. Kemampuan seorang pimpinan atau manajer dalam 

menciptakan hubungan yang serasi maupun koordinasi yang baik dalam 

rangka mencapai tujuan bersama adalah hal yang cukup penting dalam 

meningkatkan kinerja pelayanan publik. Kepemimpinan adalah kata benda 

dari pemimpin. Menurut Hasibuan (1994:187) “kepemimpinan adalah cara 

seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau 

bekerjasama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan 

organisasi”.  

Lebih lanjut dikatakan oleh Kartono (1998:135) “Kepemimpinan 

adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada 

orang lain untuk melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang 

sudah dicanangkan” maka pemimpin itu harus mahir melaksanakan 

kepemimpinannya, jika ingin sukses dalam melakukan tugas-tugasnya. 

Ordway Tead dalam Kartono (1998:49) menyatakan sebagai berikut : 

“kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka 

mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.” 

Kepemimpinan dalam hal ini dapat dilihat dari bagaimana komitmen 
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Camat dalam melakukan tugasnya dan tanggungjawab atau akuntabilitas 

terhadap penyelenggaraan tugasnya sebagai pimpinan dalam organisasi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu diatas tidak 

akan dibahas semuanya dalam penelitian ini  namun dibatasi pada 4 

(empat) faktor saja antara lain motivasi kerja, kepemimpinan, kecerdasan 

emosional dan dukungan atau partisipasi masyarakat. 

 

7. Kebijakan atau Peraturan Pemerintah tentang Kinerja 

Konteks kinerja birokrasi pelayanan publik di Indonesia, 

berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

(Menpan) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tahun 2005 telah memberikan 

berbagai rambu-rambu pemberian pelayanan kepada birokrasi publik 

secara baik. Penyelenggaraan Pelayanan Publik hendaknya memenuhi 

prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan 
publik tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah 
dilaksanakan. 

2. Kejelasan, menyangkut : 
a. Persyararatan teknis dan administratif pelayanan publik. 
b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab 

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan/sengketa dan pelaksanaan pelayanan 
publik 

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran  
3. Kepastian waktu, pelaksanaan publik dapat diselesaikan dalam 

kurun waktu yang telah ditentukan  
4. Akurasi, produk pelayanan publik yang diterima dengan benar, 

tepat, dan sah 
5. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum 
6. Tanggungjawab, pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau 

pejabat yang ditunjuk bertugas sebagai penyelenggara pelayanan 
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dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan 
publik 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan 
prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang 
memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi 
dan informatika (telematika) 

8. Kemudahan Akses, tempat dan indikasi serta sarana pelayanan yang 
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat 
memanfaatkan teknologi  

9. Kedisiplinan, kesopanan, keramahan,  pemberi pelayan harus 
bersikap respon, sopan dan santun dan ramah serta memberikan 
pelayanan dengan ikhlas 

10. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, 
disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih rapi, lingkungan 
yang indah dan sehat dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung 
pelayanan seperti parkir, toilet dan lain-lain. 
 
 

8. Kebijakan tentang Kecamatan  

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah Pasal 126 sebagai berikut : 

(1) Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan 
Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah  

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan 
sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian 
urusan otonomi daerah 

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat juga 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: 

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum; 
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan 

perundang-undangan; 
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum; 
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan di tingkat kecamatan; 
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau 

kelurahan ; 
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 

lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan 
pemerintahan desa atau kelurahan. 

(4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh 
Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari 
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pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis 
pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 

(5) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan dan 
bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris 
Daerah kabupaten/Kota  

(6) Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
bertanggungjawab pada Camat 

(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat 
(3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati atau Walikota dengan berpedoman pada Peraturan 
Pemerintah. 

 
Kecamatan menurut Undang-Undang ini adalah perangkat daerah 

kabupaten yang tentunya juga menjalankan fungsi pelayanan sebagaimana 

tersebut diatas. Di Kabupaten Sumbawa hal ini diperkuat kembali dengan 

ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat dan Lurah untuk 

menangani sebagian urusan otonomi daerah. Oleh karena itu posisi 

kecamatan cukup strategis di satu sisi sebagai pelayan  masyarakat tetapi 

disisi lain juga harus mampu melaksanakan urusan-urusan yang sebagian 

telah dilimpahkan, sehingga aparatur yang baik maupun yang memiliki 

kinerja individu yang baik diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas 

pokok maupun pelayanan masyarakat pada umumnya. 

Pengamatan terhadap kinerja organsisasi publik tidak terlepas dari 

pengamatan atau penilaian terhadap individu atau penyelenggara 

pemerintahan atau organisasi itu sendiri tetapi lebih dari itu perlu adanya 

pengamatan terhadap pengguna jasa/pelanggan dalam hal ini adalah 

masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pekerjaan atau pelayanan yang 

diberikan telah memberikan kepuasan terhadap pelayanan publik yang 
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diberikan. Kinerja aparatur pemerintah yang baik akan menggambarkan 

pula kinerja organisasi secara keseluruhan. Kinerja individu dalam 

organisasi pelayanan publik ini dapat dianalisis melalui 4 (empat ) aspek 

yang ditetapkan oleh Kumorotomo (1996) yakni aspek efisiensi, 

efektivitas, keadilan dan daya tanggap/responsivitas. Dalam 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi tersebut ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi kinerja individu dalam pelayanan publik antara lain 

motivasi, kepemimpinan, kecerdasan emosional maupun partisipasi 

masyarakat. Kecamatan sebagai organisasi pelayanan publik memiliki 

fungsi pelayanan kepada masyarakat. Fungsi pelayanan publik tersebut 

hendaknya memenuhi standar atau ketentuan yang ditetapkan sebagaimana 

yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 maupun Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hal tersebut dapat 

digambarkan melalui kerangka pikir berikut ini.  

B. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

  

‐ UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik 

‐ Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 81 
Tahun 1995 

Kinerja aparatur pemerintah yang baik 
dalam mewujudkan pelayanan publik 
yang memenuhi standar pelayanan 

Kinerja organisasi pelayanan publik oleh 
Kumorotomo (1996) dalam Dwiyanto dkk 
(2008:52) 

‐ Efektivitas 
‐ Efisiensi 
‐ Daya Tanggap/Responsivitas 
‐ Keadilan 

Faktor-faktor yang menentukan kinerja individu 
(Sudarmanto:2009:30) antara lain: 
Motivasi, Kepemimpinan Partisipasi  
dan kajian faktor kecerdasan emosional  (Agus 
Dwiyanto: 2009:322) 
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C. Definisi Konsep 

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah : 

1. Konsep Kinerja Pegawai adalah hasil pencapaian atau suatu prestasi 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dilaksanakan oleh 

sekelompok atau perorangan dengan saling pengertian dan 

pertimbangan bersama yang berpedoman pada suatu standar kerja. 

Pengukuran kinerja pegawai dilakukan dengan memperhatikan aspek-

aspek dalam kinerja organisasi pelayanan publik sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Kumorotomo (1996) yaitu aspek efisiensi, 

efektivitas, keadilan, dan daya tanggap/responsivitas. 

2. Kualitas pelayanan publik 

Secara garis besar, berbagai parameter yang dipergunakan untuk 

melihat kinerja pelayanan publik dari perspektif pemberi layanan, dan 

pendekatan kedua  melihat kinerja pelayanan  publik dari perspektif 

pengguna jasa. (Dwiyanto:2006:53). Oleh karena itu dalam mengukur 

kinerja birokrasi pelayanan publik dapat dititikberatkan kepada 

orientasi providers (penyedia layanan) dan orientasi kepada customers 

(pengguna jasa). Kinerja aparatur terhadap pelayanan publik perlu 

diketahui juga dari pengguna jasa atau masyarakat tentang bagaimana 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh 

aparatur Kantor Camat. 

 

 

12/40828.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA



43 
 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kinerja individu atau 

aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik antara lain 

motivasi kerja, kepemimpinan, dukungan masyarakat dan kecerdasan 

emosional. 

Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman tentang konsep-konsep 

yang akan digunakan dalam penelitian ini maka ruang lingkup/batasan 

penelitian ini adalah: 

1. Kinerja aparatur pemerintah terhadap pelayanan publik 

Hasil kerja atau tingkat pencapaian kerja seseorang/individu dalam 

organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sesuai 

dengan target atau standar yang telah ditetapkan dengan mengacu 

kepada beberapa konsep indikator pengukuran kinerja organisasi 

dalam pelayanan publik antara lain:  

a. Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan melalui pelaksanaan 

fungsi tugas dan tanggungjawab pegawai, perhatiannya diberikan 

dengan mengelola organisasi untuk mengurangi tingkat input 

yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas, dan meminimalkan 

kelebihan sumber daya demi kepentingan masa depan. Efektivitas 

pegawai diukur melalui: (a) Tingkat pemahaman aparatur akan 

tugas pokok dan fungsi atau uraian pekerjaan dalam pelaksanaan 

tugas sehari-hari; (b) Permasalahan yang berhasil diselesaikan 

dengan tepat waktu dan hemat biaya; (c) tingkat kepuasan 

pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan. 
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b. Efisiensi dalam pelayanan publik adalah perbandingan antara 

output dan input, dimana dengan input yang sedikit diperoleh 

output yang optimal. Layanan publik yang semakin efisien adalah 

layanan yang menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan 

biaya yang relatif lebih sedikit. Tingkat efisiensi di ukur melalui 

indikator: (a) Fasilitas dan sarana yang ada dapat dipergunakan 

semaksimal mungkin; (b) anggaran biaya yang ada dikelola 

dengan efisien tanpa melakukan pemborosan biaya (c). pemberian 

pelayanan kepada pengguna jasa bersifat fleksibel dan tidak 

berbelit-belit. 

c. Keadilan adalah distribusi dan alokasi layanan yang 

diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Keadilan ini 

dapat diukur melalui indikator: (a) distribusi pelayanan publik 

yang merata tanpa membedakan strata pengguna jasa; dan (b)  

alokasi layanan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan di setiap wilayah dan pemerataan pembangunan. 

d. Daya Tanggap (responsivitas) adalah kemampuan aparatur untuk 

mengenali dan mengidentifikasi  atau tanggap terhadap kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda kerja dan prioritas pelayanan serta 

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Daya Tanggap diukur 

melalui indikator: (a) keterkaitan antara program kegiatan dengan 

kebutuhan; (b) daya tanggap aparatur dalam menghadapi dan 

menyelesaikan keluhan-keluhan atau masalah yang disampaikan 
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pengguna jasa; (c) ketersediaan wadah atau umpan balik 

(feedback) atas pelayanan yang diberikan untuk menyampaikan 

saran dan kebutuhan. 

2. Kualitas Pelayanan Publik, untuk mengetahui kualitas pelayanan 

publik yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah Kantor Camat 

bagi pengguna jasa adalah dengan indikator: (a) kualitas layanan 

publik seperti percepatan pelayanan, prosedur pelayanan yang cepat 

dan tepat, keramahan dan sopan santun penyedia layanan/aparatur 

terhadap pelayanan publik yang diterima (b) fasilitas pelayanan, 

apakah fasilitas sarana maupun prasarana yang ada cukup mendukung 

proses pelayanan publik.  

3. Faktor-faktor yang menyebabkan baik buruknya kinerja aparatur 

dalam memberikan pelayanan publik antara lain adalah motivasi kerja, 

kepemimpinan, kecerdasan emosional dan partisipasi masyarakat. 

a. Motivasi kerja adalah upaya individu atau kondisi individu yang 

menggerakkan diri mereka untuk bekerja lebih baik guna 

meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan bersama. 

Peningkatan motivasi dapat dilakukan melalui (1) upaya 

pengembangan karier promosi jabatan, pendidikan dan pelatihan 

(2) pemberian penghargaan maupun tunjangan yang memadai. 

b. Kecerdasan emosional merupakan konsep yang multiinterpretatif. 

Kajian-kajian empiris menunjukkan bahwa kecerdasan emosional 

dapat memfasilitasi seseorang untuk meningkatkan kinerjanya baik 

dalam level individu maupun tim. Birokrat/pegawai publik sebagai 
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pelayan masyarakat harus mampu memberikan pelayanan yang 

baik kepada pengguna jasa dalam hal ini masyarakat yang 

berurusan atau membutuhkan pelayanan di kantor camat oleh 

karena itu mereka harus menunjukkan sikap yang lemah lembut, 

senantiasa ramah dalam memberikan pelayanan, mampu 

mengendalikan stress dan emosi sehingga tidak mengganggu 

kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik kepada 

masyarakat. Indikatornya dapat dilihat melalui sikap pengendalian 

diri aparatur dan sikap ramah dan santun dalam pelayanan. 

c. Kepemimpinan adalah merupakan salah satu faktor yang 

menentukan kinerja individu. Kepemimpinan dapat diukur melalui 

indikator akuntabilitas atau tanggungjawab pemimpin dalam 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, dan koordinasi atau 

kerjasama pimpinan dengan bawahan dalam menggerakkan 

organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

d. Dukungan atau partisipasi masyarakat merupakan faktor yang 

berasal dari luar individu atau faktor eksternal yang menentukan 

terhadap kinerja individu adalah partisipasi. Dalam penelitian ini 

partisipasi masyarakat dilihat dari dukungan terhadap pelaksanaan 

pembangunan dan kemasyarakatan dan dukungan terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

 

 

 

12/40828.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA



47 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian maka penelitian ini 

menggunakan metodologi kualitatif. Denzin dan Lincoln (1994:2) dalam 

Emzir (2010:1) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut : 

“Qualitative research is multimethod in focus, involving an 
interpretive, naturalistic approach to its subject matter. This means 
that qualitative researchers study in their natural setting, attempting 
to make sense of or interpret phenomena in terms of the meanings 
people bring to them. Qualitative research involves the studied use 
and collection of a variety of empirical materials-case study, personal 
experience, introspective, life story, interview, observational, 
historical, interaksional, and visual texts-that describe routine and 
problematic moment and meaning in individuals’lives.” 
 

Definisi ini menyarankan suatu pendekatan a priori  yang didasarkan pada 

asumsi filosofis (pendekatan naturalistis interpretatif) pada penelitian 

kualitatif dan sumber-sumber informasi jamak dan pendekatan naratif yang 

tersedia bagi peneliti. 

Pendekatan kualitatif ini akan mendorong Peneliti terjun ke lapangan 

dan mengamati secara langsung aktivitas-aktivitas yang dilakukan di lokasi 

penelitian, untuk memperoleh gambaran dan data-data terkait masalah 

penelitian yaitu berusaha untuk memberikan gambaran atau deskriptif 

mengenai kinerja pelayanan publik aparatur pemerintah di Kantor Camat 

Labuhan Badas.  
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Camat Labuhan Badas 

Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alasan dan 

pertimbangan sebagai berikut: 

1. Kecamatan Labuhan Badas merupakan Kecamatan yang cukup luas 

dengan jumlah penduduk yang cukup banyak yakni 27.207 orang. 

2. Desa Binaan Kantor Camat Labuhan Badas terbagi dalam 7 (tujuh) Desa 

dimana ada 4 (empat) desa binaan yang terletak di seberang Pulau 

Sumbawa yaitu Pulau Moyo dan Pulau Medang, sehingga akses 

masyarakat terhadap pelayanan publik dari Kantor Camat membutuhkan 

waktu yang lama. 

3. Penyebaran jumlah penduduk tidak merata, sebagian besar penduduk 

mendiami Desa Labuhan Sumbawa sedangkan jumlah penduduk yang 

paling sedikit mendiami Desa Bajo Medang di Pulau Medang sehingga 

akses terhadap informasi maupun sosialisasi kurang memadai. 

C. Unit Analisis  

Unit Analisis disini adalah Kantor Camat Labuhan Badas. Data 

penelitian ini bersumber dari data primer maupun data sekunder. Menurut 

Lofland dan Lofland (1987:47) dalam Moleong (2010:157) bahwa “sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.”   

Sumber data primer adalah informasi dan data yang diperoleh dari 

informan yaitu aparatur pemerintah yang bertugas di Kantor Camat Labuhan 

Badas yaitu Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Sosial dan 
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Kemasyarakatan, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, Kepala Seksi 

Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian, 4 (empat) orang staf dan untuk mengetahui kualitas pelayanan 

publik yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah pada Kantor Camat 

Labuhan Badas perlu diketahui juga dari 8 (delapan) orang anggota warga 

masyarakat yang berada di wilayah Kantor Camat Labuhan Badas yang 

berurusan atau pengguna jasa pelayanan publik sebagai Informan purposive 

yang dapat mewakili dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

mengetahui tentang kualitas pelayanan maupun kinerja aparatur pemerintah 

dalam memberikan pelayanan publik yang dilakukan di Kantor Camat 

Labuhan Badas. 

 Sedangkan data sekunder adalah data yang  berasal dari buku, 

pedoman dan referensi yang terkait termasuk data pedoman atau peraturan di 

kecamatan. 

D. Instrumen Penelitian  

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperanserta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya (Moleong:2010:163). Instrumen penelitian atau alat pengumpul 

data dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri dengan mengembangkan 

instrument penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan 

membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui studi 

kepustakaan, observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi.  
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E. Teknik pengumpulan data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian perlu dilakukan 

pengumpulan data melalui cara-cara atau teknik tertentu. Adapun metode 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif antara lain menggunakan 

wawancara, pengamatan atau observasi,  dokumen-dokumen, dan Focus 

Group Discussion (FGD). Anselm Strauss & Juliet Corbin (2010:7) 

mengemukakan bahwa : 

“Pada dasarnya ada tiga unsur utama dalam penelitian kualitatif. 
Pertama, data bisa berasal dari bermacam sumber; biasanya dari 
wawancara dan  pengamatan. Unsur Kedua penelitian kualitatif terdiri 
dari berbagai prosedur analisis dan interprestasi yang digunakan untuk 
mendapatkan temuan dan teori. Kedua prosedur ini mencakup teknik-
teknik untuk memahami data. Proses ini yang disebut “penandaan” 
(coding), bisa bermacam-macam sesuai dengan pengetahuan, 
pengalaman, dan tujuan peneliti (lihat Becker 1970; Cahrmaz, 
1983;Lofland 1971; dan Miles & Huberman 1984). Prosedur-prosedur 
lain yang juga merupakan bagian dari analisis meliputi sampling non-
statistik (lihat Schatzman & Strauss, 1973), penulisan memo, dan 
pembuatan diagram hubungan konseptual. Unsur Ketiga dalam 
penelitian kualitatif adalah laporan tertulis dan lisan.”  
 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi (pengamatan), wawancara (depth interview), dan dokumentasi, 

sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu 

(Moleong:2010:186). Wawancara dilakukan oleh Peneliti dengan aparatur 

Kantor Camat Labuhan Badas berdasarkan informan pendukung 

pertanyaan yang terkait dengan menggunakan pedoman wawancara yang 

mengarah pada fokus penelitian. Pedoman wawancara bersifat fleksibel, 

artinya masih terbuka kemungkinan untuk mengembangkan pertanyaan 

langsung apabila ternyata jawaban yang diberikan oleh informan belum 
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selesai atau belum memadai agar data atau informasi yang diperoleh 

selengkap mungkin.    

2. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan secara langsung oleh peneliti, untuk 

mengetahui/mengamati fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang 

terkait dengan kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan publik di 

Kantor Camat Labuhan Badas. Untuk itu, peneliti menyiapkan alat tulis 

untuk menulis catatan-catatan atau memo dan informasi yang diperoleh 

dari hasil wawancara. Pengamatan dilakukan untuk memverifikasi 

kebenaran data hasil wawancara. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah menelaah bahan tertulis yang berupa data 

sekunder yang bersumber dari pedoman, struktur organisasi, tugas pokok 

dan fungsi aparat kecamatan, buku-buku literatur dan lainnya. 

F. Metode Analisis Data 

Penelitian secara deskriptif analisis di sini dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan data penelitian, tanpa melakukan pengujian hubungan antar 

variabel melalui pengujian hipotesis, karena dalam penelitian ini  penulis 

tidak membuat hipotesis. Selain melakukan analisis, hasil penelitian akan  

diterjemahkan, dan diuraikan secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran 

mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. 

Dalam penelitian ini, data akan dianalisis secara deskriptif melalui reduksi 

data, penyajian data dan menarik kesimpulan.  
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Berdasarkan data hasil temuan di pilah-pilah yang terkait dengan 

permasalahan penelitian agar tidak bias kemudian disusun secara sistematis 

mana data yang perlu dan sesuai dan mana yang tidak perlu (reduksi data), 

lalu dilakukan analisis dan interprestasi atau penafsiran dan triangulasi serta 

menarik kesimpulan. Triangulasi yang dimaksud disini adalah pemeriksaan 

keabsahan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut. Artinya untuk mengetahui informasi yang diberikan 

informan yang satu perlu kita menggali lagi informasi dari informan yang lain 

untuk menguatkan informasi yang disampaikan sebelumnya sehingga kita 

dapat memahami atau memaknai suatu gejala atau fakta dari berbagai sudut 

pandang yang berbeda. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap data hasil penelitian, 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Kinerja Aparatur Pemerintah terhadap Pelayanan Publik yang dilihat 

dari 4 (empat) aspek atau indikator yaitu responsivitas, efektivitas, 

efisiensi dan keadilan secara keseluruhan dapat dikatakan cukup baik. 

Penilaian terhadap kinerja individu akan mencerminkan kinerja 

organisasi pelayanan publik secara keseluruhan. 

a. Responsivitas 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap aspek 

responsivitas ini, bahwa kemampuan aparatur dan daya tanggap 

aparatur terhadap pengetahuan tugas pokok dan fungsi, 

permasalahan yang terjadi di masyarakat dan kebutuhan respon akan 

pelayanan yang cepat dan tepat sudah cukup baik walaupun masih 

ada kelemahan dalam hal petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

yang baku, mekanisme dan prosedur pelayanan publik yang belum 

tersedia di Kantor Camat Labuhan Badas. Dengan Responsivitas 

aparatur cukup baik maka kinerja pelayanan publik di Kantor Camat 

Labuhan dapat dikatakan cukup baik. 
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b. Efektivitas 

Aspek efektivitas adalah melihat menilai pencapaian tujuan 

organisasi dapat berhasil atau organisasi melalui pemahaman akan 

tugas dan fungsi aparatur, permasalahan yang diselesaikan dengan 

tepat waktu dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan, pada umumnya sudah cukup baik walaupun masih 

terdapat kelemahan antara lain masih ada jabatan yang lowong yang 

belum terisi, kurangnya sosialisasi ke Desa-desa terpencil karena 

kondisi wilayah yang jauh dan belum tersedia papan informasi yang 

jelas tentang tata cara atau prosedur persyaratan dan mekanisme 

pelayanan publik yang divisualisasikan agar masyarakat lebih tahu.  

c. Efisiensi  

Efisiensi adalah pembanding antar input dan output, seberapa besar 

hasil yang diperoleh dengan maksimal dengan input yang seminimal 

mungkin. Efisiensi dapat dilihat dari 3 (tiga) hal manfaat fasilitas 

sarana yang ada apakah telah digunakan semaksimal mungkin, 

efisiensi biaya, pada umumnya sudah cukup baik walaupun anggaran 

yang ada masih belum memadai untuk operasional kegiatan 

pembangunan dan pelayanan publik 

d. Keadilan  

Keadilan disini erat kaitannya dengan sikap dan perilaku aparatur 

dalam memberikan pelayanan publik kepada pengguna jasa 

(masyarakat) yakni tidak membeda-bedakan golongan kelompok 

masyarakat dan pembinaan yang merata ke seluruh wilayah. Pada 
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umumnya aspek keadilan maupun kualitas pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat sudah cukup baik dan sebagian besar masyarakat 

puas akan pelayanan yang diberikan dan telah memenuhi standar 

pelayanan minimal walaupun masih terdapat kelemahan-kelemahan 

karena terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang 

dan representatif untuk meningkatkan kinerja aparatur terhadap 

pelayanan publik. 

2.  Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan publik aparatur 

pemerintah yaitu kepemimpinan Camat, Motivasi kerja Aparatur, 

Kecerdasan emosional, dan dukungan masyarakat.  

a. Kepemimpinan Camat 

Faktor kepemimpinan Camat pada umumnya memberikan kontribusi 

dan pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja aparatur dalam 

pelayanan publik, kepiawaian seorang Camat selaku Top Manager 

yang mampu membangun komunikasi dan kerjasama yang baik 

dengan bawahannya akan membawa satu organisasi tersebut ke arah 

tujuan bersama yang ingin diraih. Pun demikian halnya di Kantor 

Camat Labuhan Badas, akuntabilitas Camat dalam pengelolaan 

organisasi, koordinasi, dan pendelegasian tugas dan wewenang yang 

baik telah menciptakan suasana kerja aparatur pemerintah yang 

kondusif dan kekeluargaan. Kepemimpinan Camat cukup baik 

berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan aparatur utamanya 

dalam pelayanan publik. 
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b. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja atau dorongan yang timbul dalam diri individu 

merupakan faktor internal yang sangat menentukan terhadap baik 

buruknya kinerja aparatur, motivasi untuk pemenuhan kebutuhan 

dan peningkatan kesejahteraan, pengembangan diri melalui promosi 

jabatan dan meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan formal 

maupun pelatihan-pelatihan teknis untuk meningkatkan kinerja 

aparatur pemerintah. Faktor motivasi ini merupakan faktor yang 

cukup memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja individu 

atau aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya baik dorongan 

untuk berprestasi maupun dorongan untuk terpenuhinya kebutuhan 

yang layak, jadi semakin tinggi motivasi kerja maka semakin baik 

pula kinerja seseorang. 

c. Kecerdasan Emosional 

Aparatur pemerintah senantiasa bersikap ramah, tidak marah, sopan 

dan santun dalam memberikan pelayanan publik di Kantor Camat 

Labuhan Badas, hal tersebut menunjukkan bahwa aparatur mampu 

mengendalikan emosi atau cerdas secara emosional agar pelayanan 

dapat terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan rasa tidak puas 

bagi pengguna jasa (masyarakat). Faktor kecerdasan emosional ini 

juga tidak kalah pentingnya dalam memebrikan pengaruh terhadap 

pelaksanaan pekerjaan individu dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, karena kemampuan untuk mengendalikan diri 

dari emosi akan memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang 
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dilayani. Aparatur pemerintah mampu mengendalikan emosi dalam 

pelayanan maka kinerja semakin baik. 

d. Dukungan Masyarakat 

Faktor dukungan  masyarakat dalam kegiatan pembangunan, 

pemerintahan dan kemsyarakatan sudah cukup baik, namun 

dukungan maupun kesadaran terhadap tertib administrasi pelayanan 

publik, maupun pembayaran pajak masih perlu di pacu.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penafsiran atau interprestasi data dan kesimpulan di atas, 

ada beberapa saran dan rekomendasi yang diajukan, antara lain: 

1. Saran Teoritis : 

Penelitian ini merupakan sumbangsih terhadap wawasan Ilmu 

Administrasi dalam kajian Implementasi kinerja aparatur dalam 

pelayanan publik sebagai pengayaan terhadap hal-hal pragmatis yang 

terjadi di lapangan. 

a. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan merata bagi 

seluruh warga masyarakat,  aparatur harus lebih tanggap, responsif, 

adil terhadap pelayanan publik agar pelayanan yang diberikan 

memenuhi standar pelayanan minimal, lebih-lebih Kabupaten 

Sumbawa telah terpilih sebagai Kabupaten dengan penyelenggaraan 

pelayanan publik terbaik se-Nusa Tenggara Barat. Demikian pula 

halnya dengan tingkat efektif dan efisiensi pelaksanaan program 

kegiatan antara input maupun output walaupun dalam kondisi 

fasilitasi yang belum memadai dan harus mengacu pada Tugas 
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Pokok dan fungsi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat atau pengguna 

jasa. 

b. Camat sebagai Top Manager hendaknya memberikan pendelegasian 

dan wewenang tugas kepada setiap aparatur sesuai dengan latar 

belakang pendidikan dan mengupayakan atau mendorong aparatur 

untuk pengembangan kariernya maupun upaya untuk promosi 

jabatan, motivasi, maupun insentif agar aparatur lebih  bergairah 

dalam menjalankan tugasnya. Kepiawaian Camat selaku Top 

Manager dalam memanage organisasi dan aparaturnya adalah 

merupakan hal yang penting untuk keberhasilan suatu organisasi 

pelayanan publik seperti halnya Kantor Camat. 

c. Untuk meminimalkan masalah-masalah yang timbul dalam proses 

pelayanan publik perlu dibuat papan informasi mengenai mekanisme 

dan prosedur atau persyaratan-persyaratan yang jelas di Kantor 

Camat agar masyarakat mengetahui lebih dini tidak membutuhkan 

waktu yang lama untuk penyelesaiannya dan hendaknya aparatur 

pemerintah tetap dapat mempertahankan sikap dan perilaku yang 

baik dan mampu mengendalikan emosi agar masyarakat sebagai 

pengguna jasa dapat merasa nyaman dan puas terhadap pelayanan 

yang diberikan.  
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d. Untuk meningkatkan kinerja aparatur perlu diberikan peluang dan 

dorongan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan diri melalui 

peningkatan pengetahuan dan wawasan melalui pendidikan formal 

dan pelatihan teknis lainnya. 

e. Program kegiatan Kantor Camat harus dapat tersosialisasikan secara 

merata dan secara intens kepada warga masyarakat hingga ke 

wilayah Pulau sehingga masyarakat menyadari arti pentingnya 

berperan aktif dalam pembangunan maupun pelayanan publik karena 

pada dasarnya pembangunan berasal dari masyarakat dan untuk 

masyarakat. 

f. Camat maupun aparatur hendaknya lebih giat lagi dalam 

memberikan penyuluhan pembinaan, evaluasi terhadap pelaksanaan 

kegiatan maupun kebutuhan dari masyarakat. 

g. Untuk kajian kedepan dan untuk lebih memudahkan kelancaran 

pelayanan publik, Kecamatan Labuhan Badas dapat dimekarkan 

menjadi 2 (dua) kecamatan untuk mempermudah, serta efektif dan 

efisiennya penyelenggaraan pelayanan publik. 
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LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman  ini hanya merupakan point-point pertanyaan berdasarkan tema 

penelitian, yang diajukan kepada informan yang dapat dikembangkan sesuai 

dengan situasi dan kondisi di lapangan antara lain: 

1. Masa kerja aparatur dan pemahaman akan tugas pokok dan fungsi aparatur 

2. Kesesuaian jabatan dengan latar belakang pendidikan  

3. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas 

4. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur  

5. Fasilitas sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi  

6. Kepemimpinan Camat dalam pelaksanaan tugas  

7. Penyelesaiaan pekerjaan rutin dan pelayanan publik dengan tepat waktu 

sesuai kebutuhan masyarakat 

8. Tanggapan dan respon terhadap kebutuhan dan masalah masyarakat 

9. Ketersediaan prosedur dan standar pelayanan publik 

10. Pemahaman dan kebutuhan informasi pembangunan dan pelayanan 

administratif bagi masyarakat di Kantor Camat 

11.  Tanggungjawab dan komitmen Camat dalam pelaksanaan tugas  

12. Hubungan baik Camat dengan aparatur/staf dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi  

13. Koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan 

publik 

14. Motivasi kerja dan arahan dalam pelaksanaan tugas 

15. Kesempatan dan peluang untuk pengembangan karier 
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16. Respon masyarakat terhadap pelaksanana pelayanan publik 

17. Sikap ramah, adil sopan dan santun dan perilaku serta pengendalian diri  

aparatur terhadap pelayanan publik 

18. Kualitas pelayanan yang dterima pengguna jasa (masyarakat) 

19. Sosialisasi tentang program kegiatan dan prosedur pelayanan publik di 

Kantor Camat 

20. Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan maupun 

pelayanan publik 

TRANSKRIP WAWANCARA 

1. Apakah Bapak/Ibu memahami tugas pokok dan fungsi dalam pekerjaan 
yang Bapak/Ibu emban saat ini? 

Jawab:  

“saya cukup memahami tentang tugas pokok dan fungsi saya sebagai staf 
di Kantor Camat ini”. 

Bagaimana prosedur pelayanan publik di Kantor Camat ini? Contohnya 
pelayanan rekomendasi untuk pembuatan KTP? 

Jawab :  

“karena sifat pelayanan publik yang ada di kantor camat ini sifatnya 
berupa legalitas maupun surat rekomendasi untuk pembuatan KTP ataupun 
urusan yang lainnya bagi masyarakat melalui prosedur yang mudah dan 
cepat, misalnya melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak Kantor 
Desa maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga 
mempermudah proses pembuatan KTP” 

Hal 73 (wawancara dengan Staf)  

 

2. Apakah pelaksanaan tugas pokok telah dapat dilaksanakan dan mencapai 
target yang diharapkan, misalnya dalam hal pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan ? 

Jawab:  
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“Penerimaan Pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan acapkali ditemui 
masalah antara lain masih ada sebagian besar masyarakat belum sadar 
pajak, ada bukti setor pajak tapi tidak ada objek pajak, ada yang memiliki 
objek pajak tapi tidak ada bukti setor pembayarannya istilah lainnya 
dikatakan masih bnayak pajak siluman.karena itu kami berupaya untuk 
terus melakukan sosialisasi maupun sistem jemput bola ke desa-desa untuk  
menyelesaikan dan mensosialisasikan mengenai hal ini”. 

Hal 75 (wawancara dengan Sekretaris Camat) 

 

3. Bagaimana cara Camat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang 
terjadi dalam masyarakat atau pelaksanaan tugas pada umumnya? 

Jawab : 

“terkait dengan masalah-masalah kebijakan dan masalah krusial lainnya, 
Camat selaku pimpinan Kecamatan ini langsung terjun ke lapangan dan 
mengambil langkah-langkah kongkrit yang tegas dan penyelesaiannya 
secara musyawarah seperti masalah di Desa Labuhan Sumbawa yang baru-
baru ini terjadi, Camat langsung melakukan peninjauan lapangan dan 
berkoordinasi dengan semua pihak terkait” 

Hal 76 (wawancara dengan Sekretaris Camat) 

 

4. Apakah dalam melaksanakan tugas Bapak/Ibu menemui hambatan-
hambatan dan bagaimana upaya-upaya dalam merespon kebutuhan dan 
masalah yang dihadapi masyarakat (pengguna jasa) dalam proses 
pelayanan publik? 

Jawab : 

“pelayanan publik yang dilaksanakan di Kantor Camat ini pada dasarnya 
tidak bertele-tele, kami selalu melayani dengan segera apa yang menjadi 
masalah atau kebutuhan masyarakat, hanya saja justru masyarakat yang 
seringkali tidak memahami prosedur atau mekanisme misalnya dalam 
pelayanan Surat Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik persyaratan teknis 
tidak dipenuhi tetapi menuntut untuk diselesaikan segera” 

Hal 77 (wawancara dengan Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan) 
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5. Apakah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Camat dapat mendukung 
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur dalam 
memberikan pelayanan atau pembinaan kepada masyarakat? 

Jawab:  

“karena minimnya fasilitas kendaraan dinas roda dua yang dimiliki Kantor 
Camat ini hanya satu kendaraan dinas roda dua saja, sedangkan kami 
sebagai aparatur apabila melakukan monitoring atau pembinaan ke 
wilayah desa di seberang pulau kesulitan untuk menjangkau wilayah 
tersebut sehingga pekerjaan menjadi lamban” 

Hal 78 (wawancara dengan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan) 

 

6. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai efektivitas penyelenggaraan 
pelayanan publik di Kantor Camat ini, apakah sarana yang ada, informasi 
sudah cukup memadai? 

Jawab : 

“pada dasarnya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat cukup 
baik, hanya saja untuk lebih efektifnya lagi dan agar jika berurusan tidak harus 
kembali untuk melengkapinya, karena ada persyaratan yang kurang, maka perlu 
adanya sosialisasi tentang informasi persyaratan teknis untuk setiap penyelesaian 
urusan pelayanan bagi masyarakat” 

Hal 79  (wawancara dengan warga masyarakat Desa Labuhan Badas) 

7. Apakah anggaran yang tersedia untuk mendukung operasional kegiatan di 
Kantor Camat ini sudah memadai untuk melaksanakan program/kegiatan? 

Jawab : 

“masalah anggaran kegiatan Kantor Camat jika disesuaikan dengan tugas 
pokok dan fungsi tiap-tiap aparatur masih kurang memadai, tetapi kami 
sebagai aparatur selalu berupaya dengan anggaran yang ada ataupun tidak 
ada pekerjaan rutin maupun pelayanan publik harus diutamakan” 

Hal 81 (wawancara dengan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan) 

 

8. Bagaimana efisiensi pengelolaan anggaran operasional untuk mendukung 
pelaksanaan tugas? 

Jawab : 
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“anggaran yang tersedia untuk satu tahun anggaran jika dilihat dari porsi 
tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap seksi/aparatur 
tertentu masih kurang memadai, namun upaya yang kami lakukan adalah 
tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi ini disamping itu juga berupaya 
melakukan penghematan sesuai dengan kebutuhan. Namun yang penting 
bagi kami adalah bagaimana pelayanan publik itu dapat berjalan sesuai 
dengan rencana yang ditetapkan walaupun mengalami hambatan dalam hal 
biaya” 

Hal 83 (wawancara dengan Kepala Sub bagian Umum ) 

 

9. Apakah dalam menyelesaikan pekerjaan rutin atau pelayanan publik dapat 
dilaksanakan dengan tepat waktu? 

Jawab : 

“kami selaku aparatur pemerintah senantiasa berusaha untuk memberikan 
pelayanan administratif secepat mungkin tetapi justru pengguna jasa 
sendiri yang mengabaikan ketentuan yang ada sehingga proses pelayanan 
publik menjadi terhambat” 

Hal 84 (wawancara dengan Staf) 

 

10. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai efisiensi penyelenggaraan 
pelayanan publik di Kantor Camat Labuhan Badas? 

Jawab : 

“untuk lebih efisiennya penyelenggaraan pelayanan urusan surat menyurat 
yang memerlukan pengesahan dari kecamatan, perlu disediakan papan 
informasi khusus mengenai syarat-syarat atau ketentuan kelengkapan 
administrasi apa saja yang harus disiapkan, sehingga kami tidak bolak-
balik dan urusan menjadi lebih cepat” 

Hal 85 (warga masyarakat Desa Labuhan Badas) 

 

11. Bagaimana sikap atau respon Bapak terhadap kebutuhan atau jika ada 
masalah dalam masyarakat? 

Jawab :  
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“saya selaku Kasi Trantib yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban 
apabila terjadi masalah atau kasus yang menyangkut warga masyarakat, 
maka segera dilakukan tindakan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak 
terkait dalam penyelesaiannya” 

Hal 87 (wawancara dengan Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban) 

 

12. Bagaimana sikap atau respon Bapak terhadap proses penyelenggaraan 
publik di Kantor Camat ini? 

Jawab:  

“banyak hal atau upaya yang telah kami lakukan untuk menanggapi 
masalah dan kebutuhan masyarakat. Apabila ada masyarakat yang hendak 
berurusan biasanya menelepon terlebih dahulu untuk menanyakan 
prosedur dan tata cara penyelesaian urusan dimaksud atau jika ada 
permasalahan yang terjadi yang membutuhkan penanganan yang cepat”  
Hal 88 (wawancara dengan Kepala Seksi Sosial Masyarakat) 

 

13. Bagaimana  sikap dan respon Bapak terhadap kebutuhan masyarakat 
dalam proses penyelenggaran pelayanan publik? 

Jawab:  

“saat sekarang zaman canggih dan teknologi tinggi, alat komunikasi 
seperti telepon seluler sangat membantu kami sebagai sarana komunikasi. 
Pada umumnya masyarakat yang akan berurusan menanyakan terlebih 
dahulu persyaratan administratif urusan tersebut maupun masalah-masalah 
yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Warga masyarakat sadar untuk 
segera bertindak melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan dan 
ketertiban” 

Hal 88 (wawancara dengan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan) 

 

14. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap sikap tanggap aparatur atau 
pegawai di Kantor Camat Labuhan Badas dalam menanggapi kebutuhan 
dan masalah masyarakat? 

Jawab : 
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“aparatur Kantor Camat cukup merespon segala bentuk urusan maupun 
permasalahan yang terjadi atau manakala kami berurusan, tanggapannya 
sudah cukup baik dan merespon kebutuhan kami” 

Hal 89  (warga masyarakat Desa Karang Dima) 

 

15. Apakah selama Bapak menjalankan tugas pernah menghadapi masalah 
atau pengaduan masyarakat atas pelaksanaan tugas maupun 
penyelenggaraan pelayanan publik? 

Jawab :  

“kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan sampai dengan saat ini saya 
bertugas tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib ataupun menjadi 
berita dalam media massa dan senantiasa menjaga hubungan dan 
komunikasi yang baik bersama masyarakat serta menjalankan tugas pokok 
dan fungsi serta aturan main yang ada” 

Hal 90 (wawancara dengan Kepala Seksi Sosial Masyarakat) 

 

16. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai sikap aparatur dalam 
pelayanan publik yang dilakukan di Kantor Camat Labuhan Badas? 

Jawab : 

“saya cukup puas dengan pelayanan ini walaupun masih ada kekurangan 
namun hal tersebut karena kelalaian kami kurang mengetahui tentang 
persyaratan disamping itu juga kurang sosialisasi” 

Hal 93 (wawancara dengan warga masyarakat Desa Karang Dima) 

 

17. Apakah dalam melaksanakan tugasnya atau memberikan pelayanan 
terhadap masyarakat yang berurusan di Kantor Camat ini aparatur bersikap 
adil? 

Jawab : 

“aparatur di Kantor Camat Labuhan Badas ini senantiasa berlaku adil 
kepada setiap masyarakat yang datang berurusan, dan tidak membeda-
bedakan masyarakat yang dilayaninya. Apakah itu masyarakat kaya atau 
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miskin, memiliki hubungan dekat atau jauh dengan aparatur, semua 
terlayani tanpa terkecuali” 

Hal 94 (wawancara dengan warga masyarakat Desa Labuhan Sumbawa) 

 

18. Apakah Bapak/Ibu dalam memberikan pelayanan tidak membeda-bedakan 
ras dan golongan ? 

Jawab:  

“kami tidak pernah membeda-bedakan mayarakat yang datang berurusan 
di Kantor Camat ini, selaku aparatur yang baik selalu berupaya 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa 
membeda-bedakan golongan masyarakat” 

Hal 94 (wawancara dengan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan) 

 

19. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang Kepemimpinan Camat dalam 
menjalankan tugasnya sebagai top manajer di Kantor ini? 

Jawab : 

“Camat Labuhan Badas ini cukup tegas, disiplin, transparan dan 
komunikasi dengan bawahan cukup baik dalam pelaksanaan kegiatan 
sehari-hari” 

Hal 101 (wawancara dengan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan) 

 

 

 

 

 

 

20. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang kepemimpinan Camat Labuhan 
Badas selama ini dalam menjalankan tugasnya? 

Jawab : 
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“Camat Labuhan Badas dalam menjalankan tugasnya cukup baik, 
hubungan dengan staf atau bawahan dan senantiasa berkomunikasi dengan 
masyarakat yang ada di Kecamatn Labuhan Badas ini baik secara langsung 
maupun tidak langsung” 

Hal 104 (warga masyarakat Desa Labuhan Badas) 

 

21. Bagaimanakah sikap dan tauladan Bapak selaku pimpinan di Kantor 
Camat ini dalam pelaksanaan tugas atau memotivasi bawahan ? 

Jawab;  

“sebagai seorang Camat pimpinan di Kantor Camat tentunya harus dapat 
menjadi contoh bagi siapa saja, antara lain yang saya lakukan adalah 
adanya keterbukaan atau transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi walaupun pelaksanaan program kegiatan telah dilaksanakan dengan 
cukup baik tetapi masih terdapat kelemahan yang perlu dibenahi” 

Hal 104 (wawancara dengan Camat) 

 

22. Bagaimana cara Bapak menjalankan tugas sebagai Camat agar aparatur 
dapat bekerja dengan baik? 

Jawab:  

“organisasi ini tidak akan berjalan lancar jika saya sebagai pimpinan tidak 
memberikan contoh yang baik, karena itu untuk kelancaran jalannya 
organisasi saya selalu berusaha memberikan arahan dan bimbingan serta 
mendelegasikan tugas secara merata kepada aparatur sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi masing-masing dan prosedur yang berlaku. Tugas yang 
dilaksanakan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk 
menghindari adanya kesalahan-kesalahan dan tugas yang overlapping 
antara aparatur.  

Hal 109 (wawancara dengan Camat) 

 

23. Apakah yang menjadi harapan dan motivasi Bapak/Ibu agar lebih 
bersemangat  dalam menjalankan tugas sebagai aparatur? 

Jawab : 
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“kami melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah menjadi 
kewajiban dan kewenangan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada 
kami yang terkait dengan pelayanan publik maupun tugas-tugas khusus 
lainnya. Terkait reward atau penghargaan baik berupa materil maupun 
moril tergantung kebijksanaan pimpinan karena pimpinan yang menilai 
hasil kerja kami dan tentunya semangat bekerja akan lebih balk lagi’ 

Hal 109 (wawancara dengan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan) 

24. Apakah yang menjadi harapan dan motivasi Bapak/Ibu  agar lebih 
semangat dan dapat bekerja dengan baik? 

Jawab: 

“untuk menambah motivasi kami dalam bekerja tunjangan kinerja perlu 
diberikan kepada setiap aparatur tidak hanya di kantor ini namun bagi 
semua aparatur dari SKPD lainnya, apalagi Kecamatan Labuhan Badas 
memiliki wilayah Desa yang jauh tentu berbeda dalam hal tranportasi dan 
kebutuhan operasional lainnya” 

Hal 114 (wawancara dengan Staf) 

 

25. Selain motivasi dalam bentuk insentif, apakah yang menjadi harapan dan 
motivasi Bapak Ibu untuk bersemangat dalam berkarya atau bekerja? 

Jawab : 

“pimpinan maupun rekan kerja senantiasa memberikan motivasi kerja, 
arahan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau melanjutkan pendidikan. 
Selain itu tunjangan kesejahteraan yang merata bagi seluruh aparatur di 
Kabupaten Sumbawa ini sudah cukup memadai namun perlu juga 
didukung dengan insentif  lainnya baik secara insidentil maupun berkala 
untuk lebih bersemangat lagi selain untu kami memenuhi kebutuhan hidup 
bagi keluarga kami”  

Hal 116 (wawancara dengan Staf) 

 

26. Bagaimana upaya Bapak selaku Camat dalam memotivasi aparatur agar 
lebih semangat dalam bekerja? 

Jawab:  
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“sebagai Top Manager atau pimpinan di Kantor Camat dalam hal 
pengembangan karier aparatur untuk peningkatan SDM merupakan 
perhatian utama agar roda organisasi ini dapat berjalan. Promosi pegawai 
merupakan salah satu tangga untuk meraih jenjang karier yang lebih tinggi 
sesuai dengan latar  belakang pendidikan, pengalaman tugas, dan 
ketrampilan serta usia yang bersangkutan maupun prestasi kerjanya” 

Hal 116 (wawancara dengan Camat Labuhan Badas) 

 

27. Bagaimana upaya Bapak selaku Camat dalam memotivasi aparatur melalui 
upaya promosi atau memperoleh jenjang karier yang lebih tinggi? 

Jawab : 

“salah satu upaya untuk memotivasi aparatur adalah dengan promosi 
pegawai untuk menuju jenjang karier yang lebih tinggi. Promosi yang 
diberikan juga harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, 
pengalaman, dan masa kerja tugas, ketrampilan  maupun usia aparatur. 
Sebagai pimpinan saya harus bisa menempatkan pegawai sesuai latar 
belakang karena kemampuan dan prestasi kerja setiap aparatur itu tidak 
sama”  

Hal 117 (wawancara dengan Camat) 

 

28. Bagaimana upaya Bapak selaku pimpinan untuk menyikapi mengenai 
SDM aparatur Kantor Camat yang memiliki latar belakang pendidikan dan 
kemampuan yang berbeda-beda tersebut untuk meningkatkan motivasi 
kerja aparatur? 

Jawab : 

“latar belakang pendidikan yang masih belum memadai terus kami 
upayakan untuk memotivasi dan memberikan rekomendasi aparatur 
melalui pelatihan maupun bimbingan teknis yang diselenggarakan 
pemerintah maupun swasta ataupun menempuh pendidikan jenjang Strata 
1 (S1) maupun Strata 2 (S2) yang seperti diselenggarakan oleh Universitas 
Terbuka maupun perguruan tinggi lainnya, sehingga aparatur semakin 
bersemangat untuk bekerja dan meraih prestasi”   

Hal 118 (wawancara dengan Camat) 
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29. Apakah Bapak/Ibu selaku aparatur dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat mampu mengendalikan sikap dan emosional melihat setiap 
masyarakat yang datang memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda-
beda dan mendesak? 

Jawab: 

“walaupun kami cukup kewalahan menghadapi masyarakat yang ingin 
segera diselesaikan urusan-urusannya maupun wajib pajak yang telat 
menyetor atau membayar Pajak Bumi dan Bangunan di sisi lain 
persyaratan untuk urusan tersebut tidak dilengkapi, kami selalu berusaha 
untuk bersikap ramah dan sopan karena bagaimanapun juga kami sebagai 
pelayan atau aparatur yang melayani harus dapat memberikan pelayanan 
yang terbaik bagi masyarakat kami” 

Hal 120 (wawancara dengan Staf ) 

 

30. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai sikap dan perilaku aparatur 
dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat? 

Jawab : 

“selama saya menjadi warga masyarakat Kecamatan Labuhan Badas ini 
dan berurusan dengan pihak Kantor Camat Labuhan Badas, sepanjang 
pengetahuan dan pengamatan saya, perilaku dan sikap aparatur cukup 
baik, ramah dan sopan dalam penyelenggaraan pelayanan publik” 

Hal 121 (wawancara dengan warga masyarakat Desa karang Dima ) 

 

 

31. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap pelayanan yang diberikan aparatur di 
Kantor Camat Labuhan Badas ini? 

Jawab: 

“saya cukup puas dengan pelayanan publik yang saya terima hanya saja 
masih kurang sosialisasi dalam hal urusan legalitas dan rekomendasi surat, 
seperti yang sedang saya urus saat ini adalah Surat Ijin Usaha, pihak Desa 
telah merekomendasikan namun sampai di Kantor Camat masih ada 
persyaratan yang belum dilengkapi oleh kami, seharusnya kami diberitahu 
agar kami mengerti dan urusan ini menjadi lebih cepat dan tepat” 
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Hal 121 (warga masyarakat Desa Labuhan Badas ) 

 

32. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai kualitas pelayanan yang 
diberikan aparatur Kantor Camat Labuhan Badas? 

Jawab : 

“kami sangat puas dengan pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah 
Kantor Camat Labuhan Badas dan mereka aparatur senantiasa bersikap 
ramah dan santun serta tidak pernah menunjukkan sikap marah dan emosi 
diluar kendali apabila menghadapi masyarakat yang berurusan” 

Hal 122 (warga masyarakat Desa Labuhan Sumbawa) 

 

33. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu sebagai warga masyarakat mengenai 
partisipasi dalam setiap  program pembangunan maupun pelayanan di 
Kantor Camat Labuhan Badas? 

Jawab : 

“dalam setiap program/kegiatan pembangunan kami selalu memberikan 
dukungan baik moril maupun materil untuk kemajuan desa kami, namun 
karena kondisi wilayah kami yang jauh, untuk urusan-urusan pelayanan 
umum kami agak kerepotan sehingga sekali waktu dibutuhkan baru kami 
selesaikan untuk menghemat waktu dan biaya” 
Hal. 126 (warga masyarakat Desa Bajo Medang) 
  

34. Bagaimana dukungan atau partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik 
maupun pelaksanaan program kegiatan pembangunan, pemerintahan dan 
kemasyarakatan? 

Jawab: 

“partisipasi masyarakat Kecamatan Labuhan Badas ini cukup baik 
terhadap pelaksanaan Program pembangunan seperti Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dapat dilaksanakan dengan 
baik di setiap desa, partisipasi dalam kegiatan musyawarah perencanaan 
pembangunan dan lain-lain” 

Hal 123 (wawancara dengan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan) 

Tabel 4.8 
Fasilitas pelayanan yang dimiliki Kantor Camat Labuhan Badas 
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No Jenis fasilitas Jumlah/unit Rusak/baik 
1 Meja Kerja Eselon IVA 4 Baik 
2 Meja Kerja Eselon IVB 2 Baik 
3 Meja Staf  6 Baik 
4 Kursi Kerja Eselon IVA 4 Baik 
5 Kursi Kerja Eselon IVB 2 Baik 
6 Kursi kerja Staf 10 Baik 
7 Kursi Tamu 1 set Baik 
8 Lemari arsip 4 Baik 
9 Komputer monitor 1 Baik 
10 Televisi 21 inch 1 Baik 
11 Telpon 1 Baik 
12 Kipas angin 1 Baik 
13 Printer 1 Baik 
14 Kursi lipat 20 Baik 
15 Kursi rapat plastik 100 Baik 
16 Meja rapat 4 Baik 
17 Sepeda motor  1 Baik 
18 Kendaraan roda empat 1 Baik 
19 Kursi tamu ruangan camat 1 set Baik 
20 Papan pengumuman  1 Baik 
21 Sound system/wireless  1 Baik 
22 Jam dinding  2 Baik 
23 Gambar Gubernur dan Wakil 

Gubernur 
1 pasang Baik 

24 Gambar Bupati dan Wakil 
Bupati Sumbawa 

1 pasang Baik 

25 Lambang Garuda 1 Baik 
26 Lemari arsip Camat 1 Baik 
27 Lemari Piala 1 Baik 
28 Meja ½ biro 2 Baik 
29 Kursi kerja Sekcam 1 Baik 
30 Kursi kerja Camat 1 Baik 

Sumber data : Kantor Camat Labuhan Badas  Tahun 2011 
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Struktur Organisasi dan Keberadaan Aparatur Kantor Camat 
Labuhan Badas 
 
Berikut digambarkan Struktur Organisasi Kantor Camat Labuhan Badas 

berikut ini :  

Bagan 4.1 

Struktur Organisasi Kantor Camat Labuhan Badas  

 

 

 
MULYADI, S.Sos 

Kepala Seksi 
Pemerintahan 

 

Kepala Seksi 
Ketentraman dan 

Ketertiban  

Sarup Babyl Lalay 

Kepala Seksi   Ekonomi 
dan Pembangunan  

Begawan, S.Sos 

Kepala Seksi Sosial 
Kemasyarakatan 

 

h d d

Kepala Sub 
Bagian 

Program dan 
Keuangan  

 

 

 

Kepala Sub 
Bagian Umum 

dan 

 

Muhammad Nurdin, SH 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 
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Tabel 4.9  
Data Pegawai Kantor Camat Labuhan Badas 

Jenis 
kelamin 

No Nama/NIP TTL 

L P 

Pangkat/G
olRuang/T
MT 

Pendidi
kan 

Jabatan/ 
TMT 

Agama 

1 Mulyadi S.Sos 
19600706 198203 1 025 

Sumbawa 
09-07-1960 

L  Pembina 
Tk.I/IVb/ 
01-04-2010 

S1 Adm 
Negara 

Camat 
21-02-2011 

Islam 

2 Muhammad Nurdin, SH 
19640310 199403 1 006 

Sumbawa 
10-03-1964 

L  Penata 
Tk.I/III/d/ 
01-04-2007 

S1 
Hukum 

Sekcam 
21-02-2011 

Islam 

3 Muhammad Nurdin, BA 
19571109 198103 1 009 

Taliwang 
20-01-1957 

L  Penata 
Tk.I/III/d/ 
01-04-2010 

D3 
Pendidi
kan 

Kasi Sosmasy 
01-04-2008 

Islam 

4 Begawan,S.Sos  
19571109 198103 1 012 

Sumbawa 
09-11-1957 

L  Penata/III/c/ 
01-04-2008 

S1 Adm 
Negara 

Kasi Ekbang 
04-05-2010 

Islam 

5 Sarup Babyl Lalay  
19601215 198403 1 012 

Mataram 
15-12-1960 

L  Penata/III/c/
01-04-2007 

SMA 
A3 IPS 

Kasi Trantib 
30-03-2010 

 

6 Hj. Nurtini  
19601228 198510 2 002 

Sumbawa 
28-12-1960 

 P Penata/III/c/
01-10-2009 

SMA 
A3 IPS 

Kasubbag 
Umum dan 
kepegawaian 
01-04-2008 

Islam 

7 Arief Jayadi 
19670312 199003 1 019 

Luwu  
12-03-1967 

L  Penata 
Muda/III/a/
01-04-2009 

SMA 
A3 IPS 

Polisi Pamong 
Praja 

Islam 

8 Hadijah  
19690302 199303 2 007 

Sumbawa 
28-12-1960 

 P Penata 
Muda/III/a/ 

SMEA 
Tata 
Buku 

Pengumpul 
dan Pengolah 
Data 

Islam 

9 Nurhayati  
19690717 199402 2 001 

Meraran, 
Seteluk 
Sumbawa 
17-07-1969 

 P Penata 
Muda/III/a/
01-04-2010 

SMEA Bendahara 
Barang 

Islam 

10 Iwan Purwanto 
19730503 200003 1 002 

Sumbawa 
30-05-1973 

L  Penata 
Muda Tk 
I/III/b/01-
10-2006 

SLTA 
Umum 

Bendahara 
Pengeluaran 

Islam 

11 Rahmatiawaty  
19790708 200701 2 007 

Sumbawa 
08-07-1979 

 P Pengatur 
Muda/II/a/ 
01-01-2007 

SMA Penata Arsip 
01-01-2007 

Islam 

12 Junaidi  
19790128 200701 1 006 

Sumbawa 
28-01-1979 

L  Pengatur 
Muda/ II/a 
/01-01-2007 

SMKN 
Jasa 
Boga 

Operator 
Komputer 
 01-01-2007 

Islam 

13 Darmatasia  
19791202 200801 2 022 

Sumbawa 
02-12-1979 

 P Pengatur 
Muda/II/a 
01-01-2008 

SLTA 
Umum 

Pengelola 
Data 
 01-01-2008 

Islam 

14 Ikhwan 
 19801028 200801 1 015 

Pungka 
Sumbawa 
28-10-1980 

L  Pengatur 
Muda/ II/a 
01-01-2008 

SMK Polisi Pamong 
Praja 
 01-01-2008 

Islam 

15 Sadariah 19811020 
200801 2 012 

Sumbawa 
20-10-1981 

 P Pengatur 
Muda/ II/a 
01-01-2008 

SMK Penata Arsip 
01-01-2008 

Islam 

 Sumber : Data Bulan Juli 2011 Kantor Camat Labuhan Badas 
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BIODATA 

Nama : Yuni Ilmi Kurniati, S.STP 

NIM : 015772751 

Program Studi  : Magister Administrasi Publik 

UPBJJ : Mataram 

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 2 Juni 1978 

Pekerjaan  : PNS 

Jabatan  : Kasubbid Peningkatan Partisipasi dan 

Swadya Masyarakat BPMPD 

Kabupaten Sumbawa 

Nama Ayah  : (alm) H. Abdullah Abubakar 

Nama Ibu  : Hj. Siti Raodah Abdullah 

Nama Suami : Abdul Haviedz, ST, M.Ec.Dev 

Nama Anak  : 1. Nafa Syarani Nabila (8 thn) 

2. Muhammad Rafi (6,5 thn) 

Alamat Rumah  : Kompleks Perumahan Gunung Setia 

Jln. Gunung Setia Raya Gg. Setia V/63 

RT.02 RW.09 Kelurahan Brang Biji 

Sumbawa Besar – NTB 

Telepon : 081339763344 

Riwayat Pendidikan  : 1. TK Negeri Perwanida II Bima – 

NTB 

2. SDN 3 Bima (1990) 

3. SMPN 2 Bima (1993) 

4. SMA 1 Bima (1994) 

5. SMU 3 Mataram (1996) 

6. STPDN Jatinangor (2000) 
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Data pengguna jasa (masyarakat) di Kantor Camat Labuhan Badas, sebagai  

informasi tambahan  tanggapan masyarakat atas kualitas pelayanan yang 

diberikan, antara lain: 

1. Pelayanan SKTM (Surat Keterangan Tidak mampu) 

- Juni Mulyono RT.002/01 Dsn Labuhan Badas 

- Hj. Sarinollah RT.02/RW.04 Olat Rarang 

- Mustaming RT.002/001 Dusun Kauman – Labuhan Sumbawa 

- Salma RT.01/10 Dusun Pasir 

- Rudy Hendra Laksono RT.001 RW.014 Dusun Kali Baru 

- Raba Kande Dusun Karang Padak RT.002/015 

- Samsun RT.02/65 Dusun Karang Dima 

- Syahabuddin RT.02/04 Desa Labuhan Sumbawa 

 

2. Pelayanan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan, Sporadik, dll)  

- M. Dahlan Yasin Ds Labuhan Sumbawa 

- I Made Heri RT.02/03 Desa Labuhan Badas 

- Mi Luh Sukri Ningsih RT.01/02 Desa Labuhan Badas 

- H. Obet Umar RT.001/011 Ds Labuhan Badas 

- Siti Sahra Ds. Karang Dima RT.03/07 

- Ibrahim Zakaria RT.01/12 Batu nisung Karang Dima 

- Usman Desa Kayu Madu Labuhan Badas 

- Abdullah RT.03/01 Kauman Desa Labuhan Sumbawa 

- Drs. Taufik Abdul Syukur BTN Karang Desa Karang Dima 
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TABEL HASIL WAWANCARA 

NO INFORMAN HASIL WAWANCARA KET 
1 2 3 4 
1 Staf Kantor Camat “karena sifat pelayanan publik 

yang ada di kantor camat ini 
sifatnya berupa legalitas 
maupun surat rekomendasi 
untuk pembuatan KTP ataupun 
urusan yang lainnya bagi 
masyarakat melalui prosedur 
yang mudah dan cepat, 
misalnya melakukan kerjasama 
dan koordinasi dengan pihak 
Kantor Desa maupun Dinas 
Kependudukan dan Catatan 
Sipil sehingga mempermudah 
proses pembuatan KTP” 

 

Hal 
73 

2 Sekretaris Camat “Penerimaan Pajak dari sektor 
Pajak Bumi dan Bangunan 
acapkali ditemui masalah 
antara lain masih ada sebagian 
besar masyarakat belum sadar 
pajak, ada bukti setor pajak 
tapi tidak ada objek pajak, ada 
yang memiliki objek pajak tapi 
tidak ada bukti setor 
pembayarannya istilah lainnya 
dikatakan masih bnayak pajak 
siluman.karena itu kami 
berupaya untuk terus 
melakukan sosialisasi maupun 
sistem jemput bola ke desa-
desa untuk  menyelesaikan dan 
mensosialisasikan mengenai 
hal ini” 

 

Hal 
75 
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3 Sekretaris Camat “terkait dengan masalah-

masalah kebijakan dan 
masalah krusial lainnya, Camat 
selaku pimpinan Kecamatan 
ini langsung terjun ke lapangan 
dan mengambil langkah-
langkah kongkrit yang tegas 
dan penyelesaiannya secara 
musyawarah seperti masalah di 
Desa Labuhan Sumbawa yang 
baru-baru ini terjadi, Camat 
langsung melakukan 
peninjauan lapangan dan 
berkoordinasi dengan semua 
pihak terkait” 

 

Hal 
76 

4 Kepala Seksi sosial 
kemasyarakatan 

“pelayanan publik yang 
dilaksanakan di Kantor Camat 
ini pada dasarnya tidak bertele-
tele, kami selalu melayani 
dengan segera apa yang 
menjadi masalah atau 
kebutuhan masyarakat, hanya 
saja justru masyarakat yang 
seringkali tidak memahami 
prosedur atau mekanisme 
misalnya dalam pelayanan 
Surat Ijin Pemanfaatan Kayu 
Tanah Milik persyaratan teknis 
tidak dipenuhi tetapi menuntut 
untuk diselesaikan segera” 

 

Hal 
78 

5 Kepala Seksi Ekonomi dan 
Pembangunan  

“karena minimnya fasilitas 
kendaraan dinas roda dua yang 
dimiliki Kantor Camat ini 
hanya satu kendaraan dinas 
roda dua saja, sedangkan kami 
sebagai aparatur apabila 
melakukan monitoring atau 
pembinaan ke wilayah desa di 
seberang pulau kesulitan untuk 
menjangkau wilayah tersebut 
sehingga pekerjaan menjadi 
lamban” 

 

Hal 
78 
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6 Warga masyarakat Desa 

Labuhan Badas 
“pada dasarnya aparatur dalam 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat cukup baik, hanya saja 
untuk lebih efektifnya lagi dan agar 
jika berurusan tidak harus kembali 
untuk melengkapinya, karena ada 
persyaratan yang kurang, maka perlu 
adanya sosialisasi tentang informasi 
persyaratan teknis untuk setiap 
penyelesaian urusan pelayanan bagi 
masyarakat” 

Hal 
79 

7 Kepala Seksi Ekonomi 
Pembangunan 

“masalah anggaran kegiatan 
Kantor Camat jika disesuaikan 
dengan tugas pokok dan fungsi 
tiap-tiap aparatur masih kurang 
memadai, tetapi kami sebagai 
aparatur selalu berupaya dengan 
anggaran yang ada ataupun tidak 
ada pekerjaan rutin maupun 
pelayanan publik harus 
diutamakan” 

Hal 
81 

8 Kepala Sub Bagian Umum “anggaran yang tersedia untuk 
satu tahun anggaran jika dilihat 
dari porsi tugas pokok dan fungsi 
yang harus dilaksanakan oleh 
setiap seksi/aparatur tertentu 
masih kurang memadai, namun 
upaya yang kami lakukan adalah 
tetap menjalankan tugas pokok 
dan fungsi ini disamping itu juga 
berupaya melakukan 
penghematan sesuai dengan 
kebutuhan. Namun yang penting 
bagi kami adalah bagaimana 
pelayanan publik itu dapat 
berjalan sesuai dengan rencana 
yang ditetapkan walaupun 
mengalami hambatan dalam hal 
biaya” 

Hal 
83 
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9 Staf  “kami selaku aparatur 

pemerintah senantiasa 
berusaha untuk memberikan 
pelayanan administratif 
secepat mungkin tetapi justru 
pengguna jasa sendiri yang 
mengabaikan ketentuan yang 
ada sehingga proses pelayanan 
publik menjadi terhambat” 

Hal 
84 

10 Warga masyarakat Desa 
Labuhan Badas 

“untuk lebih efisiennya 
penyelenggaraan pelayanan 
urusan surat menyurat yang 
memerlukan pengesahan dari 
kecamatan, perlu disediakan 
papan informasi khusus 
mengenai syarat-syarat atau 
ketentuan kelengkapan 
administrasi apa saja yang 
harus disiapkan, sehingga kami 
tidak bolak-balik dan urusan 
menjadi lebih cepat” 

Hal 85 

11 Kepala Seksi Keamanan 
dan Ketertiban  

“saya selaku Kasi Trantib yang 
bertugas menjaga keamanan 
dan ketertiban apabila terjadi 
masalah atau kasus yang 
menyangkut warga 
masyarakat, maka segera 
dilakukan tindakan dan 
berkoordinasi dengan pihak-
pihak terkait dalam 
penyelesaiannya” 

 

Hal 
87 
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12 Kepala Seksi Sosial 

Masyarakat 
“banyak hal atau upaya yang 
telah kami lakukan untuk 
menanggapi masalah dan 
kebutuhan masyarakat. 
Apabila ada masyarakat yang 
hendak berurusan biasanya 
menelepon terlebih dahulu 
untuk menanyakan prosedur 
dan tata cara penyelesaian 
urusan dimaksud atau jika ada 
permasalahan yang terjadi 
yang membutuhkan 
penanganan yang cepat”  

 

Hal 
88 

13 Kepala Seksi Ekonomi dan 
Pembangunan 

“saat sekarang zaman canggih 
dan teknologi tinggi, alat 
komunikasi seperti telepon 
seluler sangat membantu kami 
sebagai sarana komunikasi. 
Pada umumnya masyarakat 
yang akan berurusan 
menanyakan terlebih dahulu 
persyaratan administratif 
urusan tersebut maupun 
masalah-masalah yang terjadi 
di tengah-tengah masyarakat. 
Warga masyarakat sadar untuk 
segera bertindak melaporkan 
hal-hal yang mengganggu 
keamanan dan ketertiban” 

 

Hal 
88 

14 Warga masyarakat Desa 
Karang Dima  

“aparatur Kantor Camat cukup 
merespon segala bentuk urusan 
maupun permasalahan yang 
terjadi atau manakala kami 
berurusan, tanggapannya 
sudah cukup baik dan 
merespon kebutuhan kami” 

Hal 
89 
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15 Kepala Seksi Sosial 

Masyarakat 
“kami berusaha memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada 
masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan 
publik, dan sampai dengan saat 
ini saya bertugas tidak pernah 
berurusan dengan pihak 
berwajib ataupun menjadi berita 
dalam media massa dan 
senantiasa menjaga hubungan 
dan komunikasi yang baik 
bersama masyarakat serta 
menjalankan tugas pokok dan 
fungsi serta aturan main yang 
ada” 

Hal 
88 

16 Kepala Seksi Ekonomi dan 
Pembangunan 

“saya cukup puas dengan 
pelayanan ini walaupun masih 
ada kekurangan namun hal 
tersebut karena kelalaian kami 
kurang mengetahui tentang 
persyaratan disamping itu juga 
kurang sosialisasi” 

Hal 
93 

17 Warga masyarakat Desa 
Karang Dima  

“aparatur di Kantor Camat 
Labuhan Badas ini senantiasa 
berlaku adil kepada setiap 
masyarakat yang datang 
berurusan, dan tidak membeda-
bedakan masyarakat yang 
dilayaninya. Apakah itu 
masyarakat kaya atau miskin, 
memiliki hubungan dekat atau 
jauh dengan aparatur, semua 
terlayani tanpa terkecuali” 

Hal 
94 
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18 Kepala Seksi Ekonomi 

Pembangunan 
“kami tidak pernah membeda-
bedakan mayarakat yang 
datang berurusan di Kantor 
Camat ini, selaku aparatur 
yang baik selalu berupaya 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dengan sebaik-
baiknya tanpa membeda-
bedakan golongan 
masyarakat” 

Hal 
94 

19 Kepala Seksi Ekonomi dan 
Pembangunan 

“Camat Labuhan Badas ini 
cukup tegas, disiplin, 
transparan dan komunikasi 
dengan bawahan cukup baik 
dalam pelaksanaan kegiatan 
sehari-hari” 

Hal 
88 

20 Warga masyarakat Desa 
Labuhan Badas 

“Camat Labuhan Badas dalam 
menjalankan tugasnya cukup 
baik, hubungan dengan staf 
atau bawahan dan senantiasa 
berkomunikasi dengan 
masyarakat yang ada di 
Kecamatn Labuhan Badas ini 
baik secara langsung maupun 
tidak langsung” 

Hal 
104 

21 Camat “sebagai seorang Camat 
pimpinan di Kantor Camat 
tentunya harus dapat menjadi 
contoh bagi siapa saja, antara 
lain yang saya lakukan adalah 
adanya keterbukaan atau 
transparansi dalam 
pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi walaupun pelaksanaan 
program kegiatan telah 
dilaksanakan dengan cukup 
baik tetapi masih terdapat 
kelemahan yg perlu dibenahi” 

Hal 
104 
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22 Camat “organisasi ini tidak akan 
berjalan lancar jika saya 
sebagai pimpinan tidak 
memberikan contoh yang baik, 
karena itu untuk kelancaran 
jalannya organisasi saya selalu 
berusaha memberikan arahan 
dan bimbingan serta 
mendelegasikan tugas secara 
merata kepada aparatur sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi 
masing-masing dan prosedur 
yang berlaku. Tugas yang 
dilaksanakan harus sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi 
untuk menghindari adanya 
kesalahan-kesalahan dan tugas 
yang overlapping antara 
aparatur.  

Hal 
100 

23 Kepala Seksi Ekonomi dan 
Pembangunan 

“kami melaksanakan tugas 
sesuai dengan apa yang telah 
menjadi kewajiban dan 
kewenangan dan kepercayaan 
yang telah diberikan kepada 
kami yang terkait dengan 
pelayanan publik maupun 
tugas-tugas khusus lainnya. 
Terkait reward atau 
penghargaan baik berupa 
materil maupun moril 
tergantung kebijksanaan 
pimpinan karena pimpinan 
yang menilai hasil kerja kami 
dan tentunya semangat bekerja 
akan lebih balk lagi’ 

Hal 
93 
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24 Camat “untuk menambah motivasi 
kami dalam bekerja tunjangan 
kinerja perlu diberikan kepada 
setiap aparatur tidak hanya di 
kantor ini namun bagi semua 
aparatur dari SKPD lainnya, 
apalagi Kecamatan Labuhan 
Badas memiliki wilayah Desa 
yang jauh tentu berbeda dalam 
hal tranportasi dan kebutuhan 
operasional lainnya” 

 
Hal 
114 

25 Staf  “pimpinan maupun rekan kerja 
senantiasa memberikan 
motivasi kerja, arahan untuk 
mengikuti pelatihan-pelatihan 
atau melanjutkan pendidikan. 
Selain itu tunjangan 
kesejahteraan yang merata 
bagi seluruh aparatur di 
Kabupaten Sumbawa ini sudah 
cukup memadai namun perlu 
juga didukung dengan insentif  
lainnya baik secara insidentil 
maupun berkala untuk lebih 
bersemangat lagi selain untu 
kami memenuhi kebutuhan 
hidup bagi keluarga kami”  

 

Hal 
116 
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26 Camat “sebagai Top Manager atau 
pimpinan di Kantor Camat 
dalam hal pengembangan 
karier aparatur untuk 
peningkatan SDM merupakan 
perhatian utama agar roda 
organisasi ini dapat berjalan. 
Promosi pegawai merupakan 
salah satu tangga untuk meraih 
jenjang karier yang lebih 
tinggi sesuai dengan latar  
belakang pendidikan, 
pengalaman tugas, dan 
ketrampilan serta usia yang 
bersangkutan maupun prestasi 
kerjanya” 

Hal 
116 

27 Camat “salah satu upaya untuk 
memotivasi aparatur adalah 
dengan promosi pegawai untuk 
menuju jenjang karier yang 
lebih tinggi. Promosi yang 
diberikan juga harus 
disesuaikan dengan latar 
belakang pendidikan, 
pengalaman, dan masa kerja 
tugas, ketrampilan  maupun 
usia aparatur. Sebagai 
pimpinan saya harus bisa 
menempatkan pegawai sesuai 
latar belakang karena 
kemampuan dan prestasi kerja 
setiap aparatur itu tidak sama”  

Hal 
117 
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28 Camat “latar belakang pendidikan 
yang masih belum memadai 
terus kami upayakan untuk 
memotivasi dan memberikan 
rekomendasi aparatur melalui 
pelatihan maupun bimbingan 
teknis yang diselenggarakan 
pemerintah maupun swasta 
ataupun menempuh 
pendidikan jenjang Strata 1 
(S1) maupun Strata 2 (S2) 
yang seperti diselenggarakan 
oleh Universitas Terbuka 
maupun perguruan tinggi 
lainnya, sehingga aparatur 
semakin bersemangat untuk 
bekerja dan meraih prestasi”   

Hal 
118 

29 Staf “walaupun kami cukup 
kewalahan menghadapi 
masyarakat yang ingin segera 
diselesaikan urusan-urusannya 
maupun wajib pajak yang telat 
menyetor atau membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan di 
sisi lain persyaratan untuk 
urusan tersebut tidak 
dilengkapi, kami selalu 
berusaha untuk bersikap ramah 
dan sopan karena 
bagaimanapun juga kami 
sebagai pelayan atau aparatur 
yang melayani harus dapat 
memberikan pelayanan yang 
terbaik bagi masyarakat kami” 

Hal 
120 
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30 Warga masyarakat Desa 
Karang Dima 

“selama saya menjadi warga 
masyarakat Kecamatan 
Labuhan Badas ini dan 
berurusan dengan pihak 
Kantor Camat Labuhan Badas, 
sepanjang pengetahuan dan 
pengamatan saya, perilaku dan 
sikap aparatur cukup baik, 
ramah dan sopan dalam 
penyelenggaraan pelayanan 
publik” 

Hal 
118 

31 Warga masyarakat Desa 
Labuhan Badas 

“saya cukup puas dengan 
pelayanan publik yang saya 
terima hanya saja masih 
kurang sosialisasi dalam hal 
urusan legalitas dan 
rekomendasi surat, seperti 
yang sedang saya urus saat ini 
adalah Surat Ijin Usaha, pihak 
Desa telah merekomendasikan 
namun sampai di Kantor 
Camat masih ada persyaratan 
yang belum dilengkapi oleh 
kami, seharusnya kami 
diberitahu agar kami mengerti 
dan urusan ini menjadi lebih 
cepat dan tepat” 

Hal 
120 

32  Warga masyarakat Desa 
Labuhan Sumbawa 

“kami sangat puas dengan 
pelayanan yang diberikan 
aparatur pemerintah Kantor 
Camat Labuhan Badas dan 
mereka aparatur senantiasa 
bersikap ramah dan santun 
serta tidak pernah 
menunjukkan sikap marah dan 
emosi diluar kendali apabila 
menghadapi masyarakat yang 
berurusan” 

122 
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33 Warga masyarakat Desa 
Labuhan Badas  

“dalam setiap 
program/kegiatan 
pembangunan kami selalu 
memberikan dukungan baik 
moril maupun materil untuk 
kemajuan desa kami, namun 
karena kondisi wilayah kami 
yang jauh, untuk urusan-
urusan pelayanan umum kami 
agak kerepotan sehingga sekali 
waktu dibutuhkan baru kami 
selesaikan untuk menghemat 
waktu dan biaya” 
 

Hal 
126 

34 Kepala Seksi Ekonomi 
Pembangunan  

“partisipasi masyarakat 
Kecamatan Labuhan Badas ini 
cukup baik terhadap 
pelaksanaan Program 
pembangunan seperti Program 
Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Pedesaan 
dapat dilaksanakan dengan 
baik di setiap desa, partisipasi 
dalam kegiatan musyawarah 
perencanaan pembangunan 
dan lain-lain” 

 

Hal 
123 
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